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I. LATAR BELAKANG.
1.
Kondisi Umum

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menjadikan Polri sebagai alat Negara penegak hukum, penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat. Hal tersebut tentu menjadi tantangan tugas bagi Polri, karena satu sisi dibutuhkan keahlian manajerial pada aspek manajemen yang berkaitan erat dengan masalah-masalah pelaksanaan koordinasi dan disisi lain dituntut penguasaan tentang penyidikan yang ruang geraknya senantiasa dibatasi oleh ketentuan hukum yang berlaku. Profesionalisme seorang penyidik polri untuk melaksanakan tugasnya secara cepat, akuntabel dan transparan, menjadi salah satu jalan untuk menjawab keraguan masyarakat terhadap kinerja Polri yang terus menerus disorot.

Dengan berpedoman pada Grand Strategy Polri (2005-2025) yang berupa pencanangan trust building, partnership building, dan strive for excellent. Grand Strategy adalah perwujudan reformasi Polri, sebagai titik pijak pemulihan kepercayaan publik, diharapkan tidak hanya untuk menutupi persoalan-persoalan yang sesungguhnya terjadinya di lembaga tersebut, tetapi sebagai awal perubahan dalam penyelesaian persoalan yang ada. Sehingga pada tahap pertama Grand Strategy Polri yaitu trust building yang dimulai pada tahun 2005-2010 untuk mendapatkan dukungan dan kepercayaan kembali dari masyarakat terhadap eksistensi dan kinerja Polri.

Pada tahap kedua Grand Strategy Polri yaitu Patnership Building yang dimulai pada tahun 2010-2015. Dengan harapan tingkat kepuasan terhadap rasa aman dan keadilan diharapkan semakin baik. Sehingga nantinya  tuntutan  masyarakat akan melebar pada manajemen rasa aman dan adil yang akuntabel, transparan, open dan patuh rule of law. Tahap yang ketiga yaitu Strive For Excellent yang dimulai pada tahun 2016-2025. Dengan harapan pada tahap ini kebutuhan masyarakan akan lebih mengharapkan multi dimensional service quality yang efektif dan efisien ditengah globalisasi serta perkembangan kejahatan yang makin canggih.

Presiden menekankan perlunya menjaga soliditas internal dan mereformasi diri karena harapan terhadap kinerja Polri untuk melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum makin meningkat. 
Pesan Presiden tersebut memiliki relevansi dengan implementasi Grand Strategy Polri 2005-2025 yang saat ini tepat memasuki tahapan ketiga, yakni tahap berjuang membangun keunggulan (strive for excellence). Fokus strategi Polri pada tahapan ini adalah membangun kemampuan pelayanan publik yang unggul, mewujudkan good government, best practice Polri, dan profesionalisme SDM, serta mewujudkan implementasi teknologi, infrastruktur materiil, fasilitas, dan jasa guna membangun kapasitas Polri yang kredibel di mata masyarakat nasional, regional, dan internasional.

Sebagai upaya untuk melanjutkan reformasi birokrasi polri sebagai salah satu program good governance dari negara yang saat ini telah dicanangkan kearah kebijakan strategis melalui program revitalisasi polri, yang terdiri tiga pilar, yang merupakan road map atau peta utama, yaitu : penguatan institusi, terobosan kreatif, dan peningkatan integritas. Sehingga diharapkan dari adanya tiga pilar tersebut Polri mampu mendayagunakan sumber daya yang dimiliki berdasarkan skala prioritas sehingga mampu berperan sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang bersih, transparan, akuntabel, humanis, professional, proporsional, adil, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia yang dibingkai dengan prinsip moral, etika dan etos kerja yang baik.

Untuk menjawab tantangan yang semakin komplek, Kapolri meluncurkan program kerja melalui Commander wish dan menekankan semboyan PROMOTER (Profesional, Modern, Terpercaya). PROMOTER ini sejalan dengan misi Presiden Jokowi tentang peningkatan kepercayaan (trust) publik terhadap Institusi Polri.

1. Profesional: Meningkatkan kompetensi SDM Polri yang semakin berkualitas melalui peningkatan kapasitas pendidikan dan pelatihan, serta melakukan pola-pola pemolisian berdasarkan prosedur baku yang sudah dipahami, dilaksanakan, dan dapat diukur keberhasilannya;

2. Modern: Melakukan modernisasi dalam layanan publik yang didukung teknologi sehingga semakin mudah dan cepat diakses oleh masyarakat, termasuk pemenuhan kebutuhan Almatsus dan Alpalkam yang makin modern;

3. Terpercaya: Melakukan reformasi internal menuju Polri yang bersih dan bebas dari KKN, guna terwujudnya penegakan hukum yang obyektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Ketiga pokok pikiran tersebut adalah untuk menjawab tantangan masa kini, di mana pola-pola pendekatan Polisi yang dulu diterapkan pada masa-masa sebelum reformasi sudah tidak relevan lagi dan perlu lebih ditingkatkan dengan pola baru yang tetap dalam roh tujuan Reformasi Birokrasi Polri (RBP) untuk diterapkan pada masa sekarang. Hal ini dikarenakan saat ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa arus perubahan yang sangat deras. Sementara itu untuk menunjang dalam mewujudkan Tiga dasar pemikiran tersebut,Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menyusun pola strategi yang dikenal dengan Delapan Misi, Sebelas Program dan Sepuluh Komitmen (8-11-10).
Delapan Misi yang dimaksud yaitu :

1. Berupaya melanjutkan reformasi internal Polri;

2. Mewujudkan organisasi dan postur Polri yang ideal dengan didukung sarana dan prasara Kepolisian yang modern;

3. Mewujudkan pemberdayaan kualitas sumber daya manusia Polri yang profesional dan kompeten, yang menjunjung etika dan HAM;

4. Peningkatan kesejahteraan anggota Polri;

5. Meningkatkan kualitas pelayanan prima dan kepercayaan publik kepada Kepolisian RI;

6. Memperkuat kemampuan pencegahan kejahatan dan deteksi dini berlandaskan prinsip pemolisian proaktif dan pemolisian yang berorientasi pada penyelesaian akar masalah;

7. Meningkatkan Harkamtibmas dengan mengikutsertakan publik melalui sinergitas polisional;

8. Mewujudkan penegakan hukum yang profesional, berkeadilan, menjunjung tinggi HAM dan anti KKN.
Sedangkan Sebelas Program Prioritas adalah :

1. Pemantapan reformasi internal Polri;

2. Peningkatan pelayanan publik yang lebih mudah bagi masyarakat dan berbasis TI;

3. Penanganan kelompok radikal prokekerasan dan intoleransi yang lebih optimal;

4. Peningkatan profesionalisme Polri menuju keunggulan;

5. Peningkatan kesejahteraan anggota Polri;

6. Tata kelembagaan, pemenuhan proporsionalitas anggaran dan kebutuhan Min Sarpras;

7. Bangun kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap Kamtibmas;

8. Penguatan Harkamtibmas (Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat);

9. Penegakan hukum yang lebih profesional dan berkeadilan;

10. Penguatan pengawasan;

11. Quick Wins Polri.

Dan sebagai kunci suksesnya dalam pelaksanaan Delapan Misi dan Sebelas Program Prioritas yang berdasar Tiga pokok pemikiran adalah dengan Sepuluh Komitmen, yaitu :

1. Melakukan konsolidasi internal dan menyiapkan langkah langkah strategis untuk mewujudkan organisasi Polri yang semakin solid dan professional;

2. Melanjutkan program-program yang telah dilaksanakan oleh Kapolri sebelumnya;

3. Mewujudkan insan bhayangkara dan organisasi Polri yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta menjunjung etika dan moral

4. Selalu mengembangkan sistem diklat Polri dalam rangka meningkatkan kompetensi dan integritas SDM Polri

5. Melakukan koordinasi dengan stake holder terkait guna memudahkan dan memperlancar program program yang telah direncanakan dan ditetapkan

6. Menunjukan teladan pemimpin yang memiliki Kompetensi, Proaktif, Tegas, tidak ragu ragu dan bertanggung jawab, serta melayani dan memberdayakan anggota serta antisipatif terhadap perubahan

7. mewujudkan pelayanan prima Polri kepada masyarakat dengan lebih mudah, cepat, nyaman dan humanis

8. Menerapkan pemberian penghargaan bagi yang berprestasi dan menindak bagi yang melakukan pelanggaran

9. Mengamankan program prioritas nasional dan kebijakan Pemerintah

10. Melaksanakan dengan sungguh-sungguh reformasi internal Polri, peningkatan pelayanan publik menjadi lebih prima.
Tahun 2018 merupakan tahun keempat tahapan Rencana Strategis         2015-2019 sebagai kelanjutan dari Rencana Kerja TA 2017 yang merupakan upaya untuk mencapai pola pelayanan publik yang unggul dengan memprioritaskan perubahan mind set dan culture set Polri dalam mewujudkan dalam mewujudkan pelayanan prima sebagai upaya mencapai pelayanan prima yang unggul (Strive for Excellence) kepada masyarakat, pencegahan kejahatan, penegakkan dan ketertiban hukum yang merupakan bagian dari pembangunan ekonomi dan budaya nasional unuk mewujudkan daya saing bangsa (Nation Competitivenes).

Mendasari pentahapan kebijakan Renstra Polri Tahun 2015-2019, pada Tahun 2018 capaiannya adalah “Mendinamisir dan meningkatkan pelayanan masyarakat yang prima dan sinergi polisional yang proaktif dengan didukung kecukupan kesejahteraan personel Polri guna menghadapi kondisi daya saing bangsa dan keunggulan nasional”. 

Pada perkembangannya Polri telah berupaya untuk senantiasa berbenah, salah satunya dengan membuat standar untuk meningkatkan kinerja lembaga dan pejabat Polri yaitu tercetusnya konsep Indeks Tata Kelola yang merupakan instrumen untuk mengukur kinerja dan capaian program Reformasi Birokrasi Polri berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola Kepolisian yang baik, yang bersifat objektif, komprehensif sebagai landasan untuk pengambilan kebijakan, sebagai tolak ukur kemajuan yang dicapai dan alat untuk memperbandingkan secara objektif, fair dan akurat. ITK mencoba mengukur sejauh mana reformasi kultural di tubuh Polri telah bergulir, sehingga perubahan-perubahan yang telah terjadi dapat dilihat secara jelas berdasarkan fakta data serta persepsi publik pengguna jasa Polri.

Pengukuran ITK dilaksanakan berdasarkan tujuh prinsip tata kelola kepolisian yang baik yaitu, kompetensi, responsif, perilaku, transparan, keadilan, efektivitas dan akuntabilitas. Adapun tujuan dari ITK adalah mewujudkan aparatur Polri yang bersih dan bebas dari KKN, peningkatan kualitas pelayanan prima kepolisian, dan meningkatkan kapabilitas dan akuntabilitas kinerja Polri. Dengan adanya ITK, diharapkan dapat diperoleh manfaat berupa potret kinerja dan pencapaian Reformasi Birokrasi Polri.
Kekuatan  anggota di Polres Karanganyar sampai dengan bulan Mei Tahun 2017 mencapai  835 personil yang terdiri dari 813 personil Polri dan 46 Pegawai PNS Polri, dengan satu Mako Polres, satu mako Sat Reskrim-Sat Lantas dan 17 Polsek yang tersebar di 17 Kecamatan. 
Sementara kemampuan personil dan dukungan sarana terus dikembangkan guna mencapai tingkat keamanan yang maksimal di wilayah ini. Dalam menyikapi situasi dan kondisi keamanan di Kabupaten Karanganyar perlu memperhatikan perkembangan aspek kehidupan yang terjadi di tengah masyarakat, sehingga dalam mengambil keputusan pada setiap kegiatan mengarah pada tujuan dan sasaran yang tepat.

Kabupaten Karanganyar terletak di antara 110º 40’ – 110º 70’ bujur timur dan 7º 28’ – 7º 46’ lintang selatan, dengan ketinggian rata-rata 511 meter di atas permukaan laut dengan temperatur 22-31 derajat celcius. Luas wilayah kabupaten ini mencapai 773.78 KM² dengan batas daerah Kabupaten Sragen di sebelah utara, Kabupaten Magetan (Jatim) di sebelah timur, Kabupaten Boyolali dan Surakarta di sebelah barat serta Kabupaten Sukoharjo dan Wonogiri di sebelah selatan.


Jaringan jalan raya diwilayah Kabupaten Karanganyar secara umum terdiri dari jalur utara yaitu jalan jurusan Solo – Surabaya lewat Palur-Kebakkramat, jalur ekonomi, jalur cepat dan padat sehingga rawan laka lantas dan kemacetan.Jalur timur, jalan jurusan Solo – Tawangmangu lewat Palur-Karanganyar-Tawangmangu merupakan daerah wisata dengan arus padat khususnya pada hari-hari libur. Jalur Barat, jalan jurusan Solo-Puwodadi lewat Kecamatan Gondangrejo dengan kondisi jalan tidak rata sedangkan arus kendaraan padat dan rawan kecelakaan.

Jumlah penduduk di Kabupaten Karanganyar mencapai 949.471 jiwa dengan komposisi penduduk pria sejumlah  473.357 jiwa dan penduduk wanita sejumlah 466.585 jiwa. Apabila dibandingkan dengan luas wilayah, maka kepadatan penduduk di wilayah ini mencapai rata-rata 1.227 per M².


Kondisi wilayah yang beragam dengan kontur tanah yang bervariasi menjadikan potensi wilayah Karanganyar  cukup beragam. Untuk tanah persawahan di Kabupaten ini mencapai 6.810.759,60 Ha, tanah perkebunan mencapai 14.693.656,17Ha, serta luas Hutan Negara yang mencapai 16.775.807,93Ha.
Adapun tanah yang lain terbagi atas pemukiman, tegalan dan padang rerumputan. Jumlah obyek wisata cukup banyak sekitar 13 obyek wisata umumnya di wilayah pegunungan.
a.  Perkembangan Aspek Kehidupan 


1) Ideologi

a)     Banyaknya pemahaman yang berbeda dalam aliran keagamaan membuat masyarakat kurang memiliki rasa cinta tanah air, dimana banyak masyarakat yang hanya memikirkan kelompok masing-masing, sehingga upaya bela Negara menjadi tergerus.
b)     Adanya pengikut kelompok ISIS (Islamic State Irak and Syiria) yang ditandai dengan penangkapan beberapa terduga teroris yang merupakan warga Kabupaten Karanganyar dan beberapa kali juga dilakukan penangkapan di wilayah Kabupaten Karanganyar.

c)     Adanya tanda – tanda mulai bangkitnya Faham Komunis di berbagai media cetak dan elektronik, dimana Karanganyar merupakan salah satu Kota yang terdapat area Makam Tokoh PKI di Makam Ngaliyan Lalung Karanganyar yang pernah dikunjungi oleh pelaku sejarah Kabupaten Semarang.

d)     Hadirnya Ormas Yasinda (Yayasan Indonesia Damai) yang masih melakukan kegiatan rutin, dimana Yasinda merupakan penjelmaan dari Yatain yang sudah dilarang di Kabupaten Karanganyar. Jika tetap melakukan kegiatan akan menimbulkan gejolak yang sama seperti beberapa tahun silam dimana Masjid yatain sempat dilakukan perusakan dan penyegelan oleh kelompok tak dikenal sebagai aksi protes karena Yatain dinilai menjadi aliran sesat, saat ini kurang mendapat perhatian dan langkah kongkrit dalam penanganan Ormas tersebut.

e)     Hadirnya Aliran Jamiatul Muslimin beberapa tahun silam yang mengakui adanya Nabi Rochmat (Nabi Palsu) yang mengaku bahwa telah menerima wahyu dari Malaikat Jibril. Adanya Nabi palsu tersebut diketahui di wilayah Kecamatan Matesih dan wilayah Kecamatan Kerjo dapat berdamapk meluas jika tidak mendapatkan penanganan yang konsisten dari pemerintah.

f)     Adanya Masjid Jamaah Ahmadiyah di kawasan Blumbang Tawangmangu yang belum mendapatkan penanganan secara komtimyu dapat menimbulkan potensi konflik sosial dengan kelompok Islam garis keras yang merasa agamanya telah dinodai.

2) Politik

a)     Aksi penyampaian pendapat dari masyarakat yang tidak puas dengan caleg dan presiden yang terpilih dapat menimbulkan gangguan kamtibmas.

b)     Persiapan Pemilihan Pilkades tahun 2017, Pilgub dan Pilbup di tahun 2018 akan berpengaruh terhadap situasi politik dalam Pilleg dan Pilpres di tahun 2019.

c)     Rencana kegiatan Verifikasi Parpol yang berpotensi terdapat ketidakpuasan Partai Politik terhadap kinerja KPU dalam Verifikasi Parpol jika Parpol tersebut tidak lolos verifikasi.
3) Ekonomi

a) Permasalahan pengusaha dan karyawan maupun dampak industri terhadap alam maupun masyarakat akan mengganggu pertumbuhan ekonomi dan adanya aksi penyampaian pendapat dalam berbagai bentuk.

b)     Pengelolaan Obyek Wisata Grojogan Sewu yang masih dikelola oleh Kementrian kehutanan RI dimana hasilnya masuk ke dalam kas Negara serta pengelolaanya yang masih dalam tahap proses peralihan ke Pemkab Karanganyar.
c)     Keresahan Masyarakat pelaku niaga, dimana hasil usaha menurun berdampak gulung tikar, sehingga meningkatkan jumlah pengangguran.

d)     Kenaikan Tarif Dasar Listrik membuat Pengusaha mengurangi tenaga kerja/phk, akibat adanya hasil produksi yang tidak seimbang dengan biaya produksi, berdampak pengangguran bertambah dan rawan terhadap adanya tindak kejahatan.
e)     Kenaikan TDL membuat Masyarakat lebih condong menarik arus listrik secara ilegal, sehingga kasus pencurian arus listrik  meningkat dan membahayakan warga sekitarnya.
f)     Adanya kebijakan kenaikan harga LPG membuat Pelaku usaha UKM memanfaatkan LPG 3 kg bersubsidi yang digunakan sebagai usaha, dimana akan berdampak terhadap persediaan LPG 3 kg bersubsidi di tengah masy berkurang / langka dengan harga yang cukup tinggi dan penyaluran LPG ukuran 3 kg tidak dapat tepat sesuai dengan sasaran, dan akan muncul penyimpangan dalam pendistribusian LPG;
g)     Kebijakan Pemerintah dalam Rencana pembangunan PLTPB (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi) yang masih mendpatkan pertentangan dari masyarakat sekitar dan pemerhati lingkungan dapat berdampak meluas dan kurang perrcayanya mastyarakat terhadap pemerintah.
4) Sosial Budaya

a)     Konflik perusahaan dengan warga setempat akibat dari limbah ataupun dampak lingkungan.

b)     Permasalahan perusahaan dengan karyawan atas kebijakan perusahaan yang dianggap merugikan karyawan yang kadang kurang mendapat perhatian pemerintah 

c)     Permasalahan pemancar / Menara Tower dengan masyarakat setempat terkait dengan kompensasi maupun penolakan warga dengan adanya Menara Tower tersebut 

d)     Pembangunan sarana prasarana daerah yang kurang merata yang dilakukan oleh pemerintah 

e)     Adanya permasalahan ormas Islam / Ormas lainnya yang mempunyai kepentingan kelompok masing – masing.

f)     Adanya tempat hiburan yang dianggap sebagai tempat maksiat yang mendapat perijinan dari pemerintah

g)     Kebijakan Sekolah gratis yang saat ini sudah terdapat pungutan karena pengelolaan sekolah Tingkat SMA dan SMK sudah diambil alih oleh Provinsi.

h)     Pelayanan Kesehatan yang belum maksimal membuat gejolak di masyarakat sehingga tidak yakin dengan janji – janji calon Kepala Daerah pada saat berkampanye.
5) Keamanan
a)     Sasaran penembakan dan ancaman teror bom terhadap anggota Polri yang sedang melaksanakan tugas di Pos-Pos Polisi melalui kiriman barang/paket ke obyek-obyek Vital, sarana fasilitas umum maupun perorangan yang mungkin juga terjadi di wilayah Kabupaten Karanganyar.

b)     Adanya beberapa warga Kabupaten Karanganyar ex Napi teroris memungkinkan akan direkrut kembali oleh kelompok – kelompok baru maupun lama yang akan mengganggu stabilitas keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat.

c)     Aksi Pencurian dengan kekerasan dan pencurian dengan pemberatan dengan menggunakan replika senjata (Softgun), pecah kaca mobil dan rumha yang ditinggal penghuninya masih akan mewarnai situasi keamanan di wilayah Kabupaten Karanganyar

d)     Aksi tawur massa maupun main hakim sendiri masih sangat mungkin terjadi dimana adanya solidaritas fanatisme sempit serta adanya budaya-budaya kota yang kadang dibawa oleh para perantau yang tidak bisa diterima oleh warga masyarakat setempat terutama pada saat merayakan hari raya Idul Fitri dan perayaan Tahun Baru.

e)     Masih adanya kemungkinan adanya imigran gelap yang bersebunyi di wilayah Kabupaten Karanganyar mengingat wilayah Kabupaten Karanganyar bergunung dan berbukit. Selain itu tempat dataran tinggi sangat dipilih oleh kelompok tertentu untuk melakukan latihan militer.
f)     Terdapatnya Perusahaan pengguna Tenaga Kerja Asing di wilayah Kabupaten Karanganyar berpeluang terhadap masuknya TKA illegal yang datang ke Indonesia untuk bekerja dengan menggunakan Visa Kunjungan.
g)     Perekrutan kelompok radikal oleh Paslon atau partai tertentu untuk mendukung salah satu Paslon dari parpol.
h)     Pengerahan / pemanfaatan pondok pesantren oleh Paslon / parpol.
i)     Mobilisasi masa ormas dan pondok pesantren oleh Paslon / parpol.
b.
Analisis SWOT
Beberapa factor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas Polres Karanganyar dalam rangka melaksanakan tugas pokok, fungsi dan peranannya, dapat dianalisis dari faktor - faktor baik internal maupun eksternal melalui analisis SWOT,yaitu :
1)
Strength (Kekuatan).
a)   Polres . . .
a)     Polres Karanganyar dengan kekuatan personil sebanyak 813  anggota Polri 46 anggota PNS, jumlah demikian hampir 64% merupakan putera daerah yang menguasai karakteristik daerah setempat.
b)     Kekuatan personel yang dimiliki Polres Karanganyar tergelar mulai dari Polres sampai tingkat Polsek sebagai perkuatan Polres sesuai dengan struktur organisasi Polri yang baru. Polsek sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat terus diperkuat secara bertahap baik secara kuantitas maupun kualitas sumber daya manusianya.

c)     Dalam pelaksanaan tugasnya Polres Karanganyar dan seluruh jajarannya dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung yang meliputi :
(1) Fasilitas .

(a)
Mako Polres Karanganyar
:
1 Unit
(b)
Mako timur (Sat Lantas , Sat 

Narkoba dan Sat Reskrim)
:
1 Unit

(c)
Mako Polsek
:
17 Unit

(d)
Wisma Bhayangkara
:
1 Unit
(e)
TK Bhayangkari
:
1 Unit

(f) 
SMP Bhayangkari            
:
1 Unit
(2) Materiil .
(a) Diseluruh Polsek jajaran sudah dilengkapi dengan  kendaraan operasional R4 sebagai sarana pendukung Opsnal,Masing-masing Polsek di jajaran Polres Karanganyar saat ini telah mempunyai dua kendaraan opsnal R4.
(b) Seluruh Polsek jajaran sudah dilengkapi dengan  kendaraan operasional R2  baik untuk kegiatan patroli maupun kegiatan Babinkamtibmas.
(c)      Polres . . .
(c) Polres Karanganyar dan jajaran sudah dilengkapi sarana dan prasarana sebagai sarana pendukung kegiatan operasional, meliputi :

· Ranmor R6
:
5 Unit

· Truck
:
3 Unit
· Bus Middle
:
2  Unit

· Ranmor R 4
:
12 Unit
· Ranmor R 2
:
158 Unit
· Ranmor R2 opsnal
:
146 Unit

· Sedan Patwal
:
6 Unit

· Pick up
:
32 Unit

· A C
:
25 Unit
· Kipas Angin
:
47Unit

· Komputer
:
83 Unit

· TV
:
30 Unit

· Laptop
:
5 Unit

· Printer
:
80 Unit

· Genset
:
1 Unit

· Alkomlek
:
1 Unit

· Alat Vicon
:
1 Unit

· Satwa (anjing)
:
5 ekor

· Rak Kayu
:
42 Unit

· Rak Besi
:
1  Unit

· Perahu Karet
:
1  Unit

· Papan Visual
:
19 unit

(d) 
Untuk mengantisipasi kerawanan dan kasus-kasus diwilayah jajaran Polres Karanganyar, telah dilengkapi senjata api dengan rincian sebagai berikut :
-
Senpi Genggam
:
300 pck revolver

-
Senpi Bahu
:
209 pck

-
Senpi genggam lainnya
:
    1  pck
(e)     Peningkatan . . .
(e) Peningkatan kinerja anggota Polres Karanganyar dalam penanganan kejahatan berimplikasi kontijensi (terorisme), pengungkapan dan penyelesaian kasus-kasus menonjol, pemberantasan kejahatandan penyakit masyarakat, sehingga menambah kepercayaan masyarakat kepada Polri.
(f) Adanya tunjangan kinerja yang diberikan kepada personel dapat mendorong kinerja dan memberikan motivasi yang tinggi terhadap kinerja Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
(g) Adanya terobosan kreatif yang dilaksanakan Polres Karanganyar yaituDeklarasi Anti Kekerasan dan Terorismeyang ditandatangani oleh semua elemen masyarakat, Karanganyar Bebas Pekat, Tiada Hari Tanpa Razia (THTR), Penandatanganan Kesepakatan Bersama Forkopimda tentang Kebhinekaan NKRI Harga Mati, Park Walk Talk (PWT), Blue Light Patrol,
(h) Seluruh kegiatan operasional  yang dilaksanakan oleh satker telah didukung anggaran sesuai DIPA Satker.
(i) Sat Reskrim dalam melakukan penyidikan memberikan pemberitahuan kepada masyarakat / pelapor terhadap kasus yang ditangani dengan SP2HP ( Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan ) di tiap-tiap tahapan (satu kasus lima SP2HP).
(j) Kemampuan mayoritas anggota  yang sudah dibekali dengan berbagai pendidikan kejuruan dan pelatihan - pelatihan fungsi dalam rangka untuk mendukung kegiatan operasional Kepolisian, menjadikan pelaksanaan tugas lebih Profesional, Modern, dan Terpercaya.
2)   Weaknes . . . 
2)
Weaknes  (Kelemahan)

a)      Dengan jumlah Polri 813 personil sedangkan jumlah penduduk Kab. Karanganyar  949.741 jiwa dengan rincian laki-laki  473.357 jiwa, dan perempuan 466.585  jiwa, didalam DSP personil riil sejumlah 813 yang seharusnya sesuai dengan DSP Perkap No 23 tahun 2010 sejumlah 1.279 personel,sehingga masih kurang memadai untuk memaksimalkan tugas Harkamtibmas, Pelindung, Pengayom, Pelayan masyarakat, dan Penegakan Hukum.
b)     Masih kurangnya sarana dan prasarana kepolisian yang dimiliki Polres Karanganyar sampai ketingkat Polsek dalam rangka mendukung tugas-tugas Polri, antara lain :

(1)  Polres Karanganyar antara lain :  
(a) Saat ini Mako Polres Karanganyar sudah tidak bisa menampung seluruh Bagian, Satuan/Fungsi, Seksi, dan unit kerja yang ada di Polres Karanganyar.
(b) Tidak adanya tempat penyimpanan dan penempatan barang bukti.
(c) Belum adanya Ranmor Raimas (pengurai massa), dan Armored Water Cannon (AWC) Sabhara.
(d) Tidak adanya test kit untuk mendukung deteksi Narkoba jenis baru.
(e) Belum memiliki gudang arsip di Mako (Sium).
(f) Belum memiliki Ranmor Inafis dan Lie Detector (Polygraph) Sat Reskrim.
(g) Belum memiliki Randis Operasional unit Propam.
(h) Belum adanya Rantis tahanan.
(i) Belum memiliki kendaraan operasional Sat Binmas.
(j) Belum memiliki genset generator untuk mendukung tugas pokok Kepolisian.
(k) Kurangnya alsus (handycam, alat perekam, camera, alat penyadap) untuk mendukung tugas Sat Intelkam.
(l)     Mesin . . .
(l)
Mesin Fotocopy belum ada.
(m)
Mesin penghancur kertas belum ada.
(n)
CCTV di gudang amunisi/senpi, gudang logistik, belum ada.
(o)
CCTV di gedung Satpas SIM belum ada

(p)
Gudang logistik belum sesuai dengan standar pergudangan

(q)
Gedung parkir untuk Bis dan truk belum ada

(r)
Penambahan ruang isolasi bagi tahanan Narkoba
(2) Polsek Jajaran antara lain :

(a) Saat ini Mako Polsek jajaran Polres Karanganyar masih ada sebagian yang sudah tidak bisa menampung seluruh unit kerja yang ada di Polsek dan tempat pelayanan masyarakat
(b) Masih ada beberapa kantor yang lahannya berstatus Pinjam Pakai, belum bersertifikat/ hak milik Kepolisian (HM)
HM
:
18
Pinjam Pakai
:
5
Belum sertifikat
:
1

(c) Belum adanya genset generator untuk mendukung tugas pokok Kepolisian tingkat Polsek.

(d) Kendaraan Bhabinkamtibmas belum seluruhnya terpenuhi dari jumlah Bhabin 177 personel, yang sudah terdukung 66 personel dengan kondisi kendaraan layak 14 unit, tidak layak 52 unit.
(e) Kendaraan Patroli R2 belum terpenuhi, idealnya tiap Polsek 3 (tiga) unit.

(f) Belum adanya alsus untuk mendukung tupoksi tingkat Polsek (camera, handycam, alat penyadap, dan perekam).
(g) Polsek Jumapolo rusak berat.
(h) Polsek Gondangrejo sering terkena banjir ± 30 cm dan masih menempati lahan pinjam pakai.
(3)  Gudang penyimpanan senjata api belum sesuai standar keamanan.

c)     Masih kurangnya pemahaman serta aplikatif tentang perubahan perilaku terutama pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set).
d)     Masih adanya pers Polri yg belum mampu melaksanakan tupoksi bidang pembinaan dan operasional serta semangat kerja yang masih rendah.
e)     Masih kurangnya sumber daya manusia dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan sehingga mengakibatkan pengungkapan kasus  belum maksimal.
f)     Masih ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota sehingga memperburuk citra Polri dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri.
g)     Masih adanya Kultur lama Polri yang dimiliki oleh anggota dapat memicu kesalahpahaman dengan instansi samping maupun masyarakat, sehingga dapat membawa dampak negatif pada situasi kamtibmas dan citra Polri.
h)     Sarana komunikasi terutama HT yang jumlahnya terbatas, membuat mayoritas anggota tidak dapat memonitor situasi Kamtibmas dalam pelaksanaan tugas.
i)     Personil PNS Polres Karanganyar jumlah 46 orang merupakan salah satu tantangan untuk memaksimalkan keberadaan anggota Polri di lapangan.
3)
Opportunity (Peluang).
a)   Semakin . . .
a)     Semakin tingginya partisipasi masyarakat dalam mendukung tugas kepolisian khususnya dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat melalui kegiatan Siskamling, Forum Komunikasi Polisi dan Masyarakat (FKPM), Balai Kemitraan polisi dan Masyarakat (BKPM), dan Forum Kemitraan Polri lainnya.
b)     Adanya kebijakan otonomi daerah di lingkungan Pemda sehingga memudahkan sarana komunikasi antara pemda Kab Karanganyar dengan Polres Karanganyar dalam bidang Harkamtibmas yang kondusif.
c)     Adanya peran aktif dari instansi terkait yang mendorong Polri untuk terus maju dan dapat mewujudkan satuan yang tangguh dan mampu bersinergi dengan instansi terkait dalam membangun wilayah Karanganyar yang aman dari segi kamtibmas dan penegakan hukum.
d)     Adanya peluang dan kesempatan yang diberikan bagi personil Polri untuk menggali dan meningkatkan karier dan kemampuan baik dibidang ilmu kepolisian maupun pendidikan umum, berpotensi besar bagi terciptanya profil polri yang tangguh, professional, modern, terpercaya dan memiliki wawasan.

e)     Banyaknya organisasi pemuda seperti Senkom Mitra Polri, Banser, Kokam, Pemuda Pancasila dan Organisasi lainnya. Dapat diberdayakan untuk bermitra dengan Polri guna mendukung terciptannya situasi kamtibmas yang kondusif diwilayah hukum Polres Karanganyar.
4)
Threat (Ancaman)

a)     Masih adanya persepsi negatif terhadap kinerja Polri, baik dalam penanganan kasus pidana, pelayanan masyarakat maupun penindakan terhadap pelanggar lalu lintas dan kesadaran hukum masyarakat masih rendah.
b)     Masih adanya sebagian masyarakat yang kurang simpati terhadap Polri, berpotensi untuk menciptakan gangguan kamtibmas dan menghambat pencapaian tujuan pelaksanaan tugas Polri, perilaku dan konflik pribadi yang dialami oleh sejumlah anggota berpeluang untuk mempengaruhi kinerja di dalam pelaksanaan tugas.
c)     Pada Tahun 2018 merupakan tahun strategis bagi Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan Polres Karanganyar sehubungan akan diselenggarakannya pemilukada baik Pemilihan Gubernur Jawa Tengan dan Pemilihan Bupati Karanganyar sehingga dimungkinkan terjadinya konflik horizontal antara pendukung maupun simpatisan dari para Cagub maupun Cabub.
d)     Masih adanyasebagian kecil masyarakat yang kurang percaya terhadap kinerja Polri, yang disebabkan oleh kurang maksimalnya pelayanan Polri terhadap masyarakat.
e)     Sikap kritis masyarakat terhadap akuntabilitaskinerja pemerintahan daerah sehingga menyebabkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah yang berpotensi terhadap munculnya perilaku menyimpang dari warga masyarakat yang bisa menimbulkan gangguan Kamtibmas.
f)     Adanya kelompok Radikal, pendukung atau simpatisan Ormas Radikal di wilayah Surakarta  yang sering melakukan aksi sweeping di lokasi rawan Penyakit masyarakat dan potensi konflik sosial (baik vertikal maupun horisontal) di wilayah Hukum Polres Karanganyar, yang akan berdampak timbulnya gangguan kamtibmas.
g)     Letak geografis Kabupaten Karanganyar  yang terletak di lereng Gunung Lawu yang berpotensi terjadi kerawanan antara lain :
(1) Kebakaran hutan, 
(2) Bahaya longsor, 
(3) Pelatihan teroris, 
(4) Kegiatan pelatihan yang diindikasi melanggar hukum.
(5) Pencurian hasil hutan.
(6) Pendaki yang tersesat.
yang akan berdampak pada stabilitas kamtibmas diwilayah hukum Polres Karanganyar.

h)     Adanya beberapa perusahaan kolaps karena kenaikan UMK yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Karanganyar sehingga para pengusaha tidak mampu membayar gaji karyawan  dan mengakibatkan PHK secara sepihak yang berdampak meningkatnya pengangguran dan timbulnya gangguan kamtibmas.
i)     UU no 13 Tahun 2013 tentang ketenaga kerjaan yang dianggap merugikan kaum buruh terkait dengan penghapusan outsourcing.
j)     Meningkatnya peredaran Narkoba diwilayah Kabupaten Karanganyar berpotensi merusak moral dan mental generasi muda.
2.
Identifikasi Masalah.

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh Polres Karanganyar dalam pencapaian sasaran kinerja yang diharapkan antara lain :

a.   Masih kurangnya personel Polri di jajaran Polres Karanganyar, khususnya di Polsek-Polsek, sampai tahun 2017  sebagian besar jumlah personel di Polsek jajaran Polres Karanganyar belum mencapai 50 %, yang diharapkan pada tahun 2018 dapat mencapai 100 % (sesuai DSPP)
b.   Masih kurangnya sarana dan prasarana di Bidang Tahti untuk menyimpan barang bukti yang selama ini belum memiliki gudang penyimpanan dan tempat pengelolaan barang bukti sehingga menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas, diharapkan pada tahun 2018 Polres Karanganyar sudah memiliki tempat penyimpanan barang bukti.
c.   Belum sepenuhnya terjadi perubahan budaya Polri yang mencakup perubahan pola pikir ( mind set ) dan budaya kerja ( culture set ) dalam pelaksanaan tugas bagi anggota Polri dan PNS Polri di jajaran Polres Karanganyar.

d.   Masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang tidak diikuti dengan rekayasa lalu lintas yang tepat.
e.   Belum optimalnya pelatihan dan Alkom, serta perbandingan jumlah penduduk dengan jumlah anggota Polri yang masih kurang ideal, sehingga kurang optimalnya pelayanan Polri kepada masyarakat. Sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk, diharapkan  ada tambahan pelatihan personil Polri baru dan alat komunikasi (Alkom) yang memadai guna mendukung pelaksanaan tugas.
f.   Masih terbatasnya dukungan anggaran yang diterima khususnya untuk mendukung kegiatan opsnal dan pembinaan sampai dengan tingkat Polsek maupun anggaran dalam pemeliharaan alsus.

g.   Belum maksimalnya hubungan antara Polri dengan masyarakat yang diemban oleh Bhabinkamtibmas dalam bidang pembinaan masyarakat sehingga kurang partisipasi masyarakat dalam bidang harkamtibmas.
h.   Kurangnya Jaringan informasi intelijen dalam masyarakat, sehingga banyak kegiatan masyarakat yang tidak termonitor oleh Polri.
i.   Pada Tahun 2018 merupakan tahun strategis bagi Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan Polres Karanganyar sehubungan akan diselenggarakannya pemilukada baik Pemilihan Gubernur Jawa Tengan dan Pemilihan Bupati Karanganyar sehingga dimungkinkan terjadinya konflik horizontal antara pendukung maupun simpatisan dari para Cagub maupun Cabub.
j.   Belum terdukungnya usulan pembangunan Polsek Gondangrejo yang sering mengalami bencana alam banjir, Polsek Jumapolo kondisi bangunannya rusak berat dan rehab ruang pelayanan SKCK Polres, sehingga menghambat pelayanan Polri kepada masyarakat.
k.   Masih tingginya angka pengguna dan pengedar Narkoba sehingga diperlukan seperangkat sarana untuk Binluh.

l.   Belum maksimalnya pelaksanaan olah TKP karena tidak didukung dengan Ranmor R4
II.
TUJUAN DAN SASARAN

3. VISI DAN MISI

a.
Visi dan Misi Polda Jateng
1)
Visi 
“Terwujudnya Polda Jateng yang profesional, modern dan terpercaya”.
2)
Misi 
a) Mewujudkan postur Polda Jateng yang ideal, efektif dan efisien;  
b) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Polda Jateng melalui pendidikan dan latihan; 
c) Memperkuat dan Meningkatkan kemampuan pencegahan kejahatan melalui deteksi dini, pemolisian proaktif dan sinergi polisional; 
d) Meningkatkan stabilitas Kamtibmas di wilayah hukum Polda Jateng dengan didukung oleh seluruh komponen masyarakat; 
e) Mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan menjamin kepastian hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;  
f) Meningkatkan pengawasan dalam rangka mewujudkan Polri yang profesional dan akuntabel.


b.
Visi dan Misi Polres Karanganyar

1) Visi 
“Terwujudnya Polri Polres Karanganyar yang profesional, modern dan terpecaya”.
2) Misi 
a) Mewujudkan postur Polri Polres Karanganyar yang ideal, efektif   dan efisien;
b) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Polres Karanganyar melalui pendidikan dan latihan;
c) Memperkuat dan meningkatkan kemampuan pencegahan kejahatan melalui deteksi dini, pemolisian proaktif dan sinergi polisional;
d) Meningkatkan stabilitas Kamtibmas diwilayah hukum Polres Karanganyar dengan didukung oleh seluruh komponen masyarakat;
e) Mewujudkan penegakkan hukum yang berkeadilan dan menjamin kepastian hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
f) Meningkatkan pengawasan dalam rangka mewujudkan Polri yang profesional dan akuntabel.

4. Tujuan Jangka Menengah

Tujuan  Jangka Menengah Polda Jawa Tengah.

1)
Terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat Jawa Tengah;
2)
Terwujudnya penegakan hukum yang transparan, akuntabel dan anti   KKN yang mampu memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan Prima Kepolisian kepada masyarakat Jawa Tengah.

Tujuan jangka menengah Polres Karanganyar

1)
Terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat Karanganyar;

2)
Terwujudnya penegakan hukum yang transparan, akuntabel dan anti   KKN yang mampu memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan Prima Kepolisian kepada masyarakat Karanganyar.
5. Sasaran Prioritas 

a.
Sasaran Peioritas Polda Jateng Tahun 2018


Berdasarkan tahapan capaian Renstra Polda Jateng Tahun 2015-2019, pada Tahun 2018 dengan capaian: “Pemantapan peningkatan   SDM   personel  Polda  Jateng  yang  profesional  dan proporsional pada setiap kegiatan di masyarakat serta tercapainya kebulatan sinergi polisional produktif dan didukung kecukupan kesejahteraan personel sampai pada jajaran kewilayahan terjauh dengan memanfatkan Almatsus Polri berbasis tehnologi dan ilmu pengetahuan guna mendinamisir dan meningkatkan pelayanan masyarakat prima guna terciptanya Kamtibmas yang mantap serta unggul dalam rangka mendukung Mabes Polri menghadapi daya saing penguatan pertahanan nasional,” maka Sasaran Prioritas Polda Jateng Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1) Pertama “meningkatkan profesionalisme SDM Polda Jateng dan pemantapan manajemen internal Polri”;
2) Kedua “mengusulkan peningkatan kesejahteraan personel Polri Polda Jateng”;
3) Ketiga “memperkuat sistem pengawasan yang efektif untuk mewujudkan pelayanan Kepolisian yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)”;
4) Keempat “meningkatkan kerja sama dengan aparat        penegak hukum dan instansi/lembaga pemerintah di wilayah Jawa Tengah”;

5) Kelima “meningkatkan kualitas pelayanan publik yang bermartabat, mudah, cepat dan berbasis teknologi modern”;
6) Keenam “meningkatkan penggelaran personel dan Sarpras Polda Jateng di wilayah perbatasan dan pulau terluar berpenghuni”;

7) Ketujuh “terlaksananya pencegahan yang Proaktif terhadap Potensi Kejahatan dan  gangguan Kamtibmas di wilayah    Jawa Tengah”;
8) Kedelapan “meningkatkan penegakkan hukum secara profesional dan berkeadilan terhadap tindak pidana Narkoba, Terorisme, Korupsi dan Transnational Crime serta tindak   pidana lainnya”.
b.
Sasaran Prioritas Polres Karanganyar Tahun 2018.
Berdasarkan tahapan capaian Renstra Polres Karanganyar Tahun 2015-2019, pada Tahun 2018 dengan capaian: “Pemantapan peningkatan   SDM   personel  Polres Karanganyar  yang  profesional  dan proporsional pada setiap kegiatan di masyarakat serta tercapainya kebulatan sinergi polisional produktif dan didukung kecukupan kesejahteraan personel dengan memanfatkan Almatsus Polri berbasis tehnologi dan ilmu pengetahuan guna mendinamisir dan meningkatkan pelayanan masyarakat prima guna terciptanya Kamtibmas yang mantap serta unggul dalam rangka mendukung Polda Jateng”, maka Sasaran Prioritas Polres Karanganyar Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1) Pertama “meningkatkan profesionalisme SDM Polres Karanganyar dan pemantapan manajemen internal Polri”;
2) Kedua “mengusulkan peningkatan kesejahteraan personel Polri Polres Karanganyar”;
3) Ketiga “memperkuat sistem pengawasan yang efektif untuk mewujudkan pelayanan Kepolisian yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)”;
4) Keempat “meningkatkan kerja sama dengan aparat        penegak hukum dan instansi/lembaga pemerintah di wilayah Karanganyar”;

5) Kelima “meningkatkan kualitas pelayanan publik yang bermartabat, mudah, cepat dan berbasis teknologi modern”;
6)    Keenam . . .
6) Keenam “meningkatnya penggelaran personel dan sarpras Polres Karanganyar.”
7) Ketujuh “terlaksananya pencegahan yang Proaktif terhadap Potensi Kejahatan dan  gangguan Kamtibmas di wilayah Polres Karanganyar”;
8) Kedelapan “meningkatkan penegakkan hukum secara profesional dan berkeadilan terhadap tindak pidana Narkoba, Terorisme, Korupsi dan Transnational Crime serta tindak   pidana lainnya”.

III.
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
6. Arah Kebijakan dan Strategi Polda Jateng

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran prioritas Polda Jateng Tahun 2018, maka ditetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut :

a. Sasaran Prioritas “meningkatkan profesionalisme SDM Polda Jateng dan pemantapan manajemen internal Polri”, dicapai melalui arah kebijakan dan strategi :

1) Arah Kebijakan “mengusulkan peningkatan kualitas 8 standar pendidikan” dengan Strategi melakukan pengkajian terhadap 8 komponen pendidikan;

2) Arah Kebijakan “mengusulkan peningkatan kapasitas Diklat Polri” dengan Strategi:
a) mengusulkan renovasi SPN Polda Jateng;
b) mengusulkan pembangunan fasilitas pendidikan berbasis teknologi.

3) Arah Kebijakan “meningkatkan pelatihan fungsi teknis pada satuan kewilayahan” dengan Strategi:
a) menyiapkan kurikulum berdasarkan Kirka Intel tahun 2018 prediksi ancaman yang menjadi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polda Jateng pada tahun 2018; terhadap
b) melakukan pengkajian terhadap pelaksanaan pelatihan fungsi teknis di kewilayahan.
4) Arah Kebijakan “melakukan perbaikan kurikulum dan kualitas pendidikan dan latihan personel Polri” dengan Strategi menjabaran kurikulum yang bersifat dinamis disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kebutuhan tugas dilapangan.
5) Arah Kebijakan “menyusun rumpun jabatan fungsional dan sertifikasi profesi” dengan Strategi:
a) mengusulkan jenis rumpun jabatan fungsional dan sertifikasi dilingkungan lembaga pendidikan;
b) mengusulkan personel untuk mengikuti sertifikasi Gadik fungsi teknis kepolisian;

c) mengusulkan personel untuk mengikuti sertifikasi penyidik/ penyidik pembantu;
6) Arah Kebijakan “melakukan pembinaan karier berdasarkan Merit System dan Rekam Jejak” dengan Strategi;

a) mengusulkan pembuatan  aplikasi Rekam Jejak Polri dan mengintegrasikan dengan Satker penanggung jawab komponen rekam jejak. 

b) menyelenggarakan uji kompetensi jabatan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT);

c) mengusulkan pembangunan assessment center dan aplikasinya  dalam rangka pembinaan karier;

d) mengusulkan peningkatan jumlah jabatan yang dilakukan assessment; 
e) membuat saran masukan penyusunan persyaratan jabatan sebagai penyesuaian Perkap Nomor 3 tahun 2016 tentang Administrasi Kepangkatan Polri; 

f) melaksanakan anev sistem pembinaan karier secara rutin.
7) Arah Kebijakan “melaksanakan rekrutmen dengan prinsip Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis (BETAH)” dengan Strategi;

a) menyusun rencana kebutuhan minimal personel Polri Polda Jateng dalam 1 tahun kedepan yang akan digunakan sebagai acuan dan pedoman rekrutmen anggota Polri dengan prinsip “minimal zero growth”;
b) menyelenggaran ujian akademik penerimaan Taruna Akpol, Bintara Polri dan Tamtama Polri dengan menggunakan Computer Assisted Test (CAT);

c) melaksanakan kampanye proaktif sepanjang hari sepanjang tahun guna mendapatkan calon anggota Polri Polda Jateng yang berkualitas;

d) melaksanakan seleksi Diktuk anggota Polri Polda Jateng dalam pentahapannya dengan menggunakan  system one day service and one day result;
e)     menyusun . . .
e) menyusun Keputusan Kapolda Jateng dan SOP penerimaan anggota Polri Polda Jateng;

f) melibatkan Depdiknas, Dikpora, IDI, HIMPSI (Himpunan Psikologi Indonesia), PWI, LSM dan Instansi terkait lainnya dalam penerimaan anggota Polri.

g) mengusulkan pengadaan sistem alat baru dengan teknologi GPS (LPPTRS) pada tahapan tes lari dan shuttlerun, sehingga hasilnya terkoneksi dengan sistem penilaian yang terkomputerisasi.

8) Arah Kebijakan “melaksanakan sistem seleksi Dikbangum Polri Polda Jateng yang lebih efisien, efektif, adil, transparan dan objektif” dengan Strategi;
a) seleksi Dikbangum dilaksanakan  dengan pemanfaatan CAT (Computer Assisted Test) yang transparan, obyektif dan akuntabel;
b) pendaftaran seleksi Dikbangum secara online:
c) meningkatkan kualitas pengujian kesamaptaan jasmani dan pemeriksaan kesehatan berkala, hasil yang diperoleh digunakan sebagai rekomendasi persyaratan untuk seleksi Dikbang;
9) Arah Kebijakan “membudayakan perilaku budaya anti korupsi di setiap jenjang pendidikan Polri” dengan Strategi;

a) memasukan unsur-unsur budaya anti korupsi dalam kurikulum dan hanjar pada setiap jenis dan jenjang pendidikan;
b) mengoptimalkan pembinaan tradisi dan mental kepribadian dilingkungan pendidikan.
10) Arah Kebijakan “mengoptimalkan manajemen kinerja dan anggaran secara sinergi yang berbasis IT di setiap satuan kerja” dengan Strategi;
a)    mengentegrasikan. . .
a) 
mengintegrasikan sistem teknologi informasi di Satker jajaran Polda Jateng;

b) 
mengoptimalkan penerapan sistem informasi manajemen melalui aplikasi SMART/e-Monev;

c) 
meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja;

d)  
meningkatkan pengawasan SDM;

e) 
meningkatkan penerapan reward and punishment di Satuan Kerja di jajaran Polda Jateng.
11) Arah Kebijakan “mengusulkan pemenuhan anggaran yang proporsional sesuai dengan beban kerja sampai sendi-sendi organisasi setiap satuan kerja di jajaran Polda Jateng” dengan Strategi :
a) menyusun proporsionalitas kebutuhan anggaran berdasarkan kebutuhan Polda Jateng;

b) memaksimalkan koordinasi dengan Mabes Polri.
12) Arah Kebijakan “mendukung agenda pemerintah dalam penerimaan negara” dengan Strategi:
a) meningkatkan pelayanan publik dari sektor PNBP dan BLU;

b) menerapkan standar pelayanan pada unit kerja dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada tingkat Kabupaten/Kota (Polres/ta/tabes);

c) penggelaran tempat pelayanan Satpas secara bertahap sesuai Renstra Polda Jateng;

d) meningkatkan kualitas SDM dalam pengelolaan PNBP dan BLU.
b. Sasaran Prioritas “mengusulkan peningkatan kesejahteraan personel Polri Polda Jateng” dicapai melalui arah kebijakan dan strategi:

1) Arah Kebijakan “mengusulkan peningkatan tunjangan kinerja secara bertahap” dengan Strategi:
a) menyusun naskah akademik saran masukan kenaikan tunjangan kinerja di lingkungan Polri;

b) melakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara berjenjang dan berkelanjutan.
2) Arah Kebijakan “mengusulkan pemenuhan rumah dinas anggota Polri Polda Jateng” dengan Strategi :
a) menyiapkan tanah/lahan yang akan digunakan untuk pembangunan rumah dinas, mess dan flat. 

b) mengusulkan pembangunan rumah dinas, mess atau flat secara bertahap dalam rangka meningkatkan pemenuhan rumah dinas anggota Polri yang berada di daerah-daerah terpencil/daerah rawan.
c) bekerja sama dengan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpu-Pera) dalam rangka pembangunan perumahan bagi personel Polri.

d) menyelenggarakan program perumahan murah untuk personel Polri jajaran Polda Jateng yang bekerjasama dengan instansi terkait.
3) Arah Kebijakan “meningkatkan program pelayanan dan fasilitas kesehatan bagi anggota Polri Polda Jateng” dengan Strategi:
a) meningkatkan jumlah kepesertaan BPJS personel Polda Jateng dan keluarganya pada fasilitas kesehatan Polri;
b) meningkatkan upaya pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif difasilitas kesehatan Polri Polda Jateng;
c) mengusulkan peningkatan standar akreditasi rumah sakit Bhayangkara sesuai program KARS 2012 dan Poliklinik di Jajaran Polda Jateng;
d) menyelenggarakan kerjasama dengan rumah sakit yang memiliki sarana dan prasarana lebih tinggi;
e) mengusulkan pemenuhan peralatan kesehatan pada fasilitas kesehatan Polri Polda Jateng; 

f) validasi data Pegawai Negeri pada Polri Polda Jateng dan keluarga sebagai peserta BPJS;
4) Arah Kebijakan “mengusulkan peningkatan tunjangan kemahalan bagi anggota di daerah perbatasan dan pulau terluar berpenghuni” dengan Strategi:
a) menyusun naskah akademik saran masukan kenaikan tunjangan kinerja di lingkungan Polri ke Srena Mabes Polri;

b) mengusulkan kenaikan tunjangan kemahalan/tunjangan khusus bagi personel Polsubsektor Nusakambangan;

c) melakukan pendataan daerah-daerah yang berhak mendapatkan tunjangan kemahalan dan tunjangan perbatasan;
5) Arah Kebijakan “mengusulkan peningkatan dukungan operasional Bhabinkamtibmas” dengan Strategi meningkatkan dukungan operasional Bhabinkamtibmas dengan memperhatikan kemampuan anggaran.
6) Arah Kebijakan “mengupayakan program wirausaha bagi anggota Polri” dengan Strategi: 

a)  
membuat dan melakukan program pelatihan wirausaha bagi Pegawai Negeri pada Polri yang akan memasuki masa pensiun;

b)
melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk program wirausaha;

c)
mengupayakan Diklat pengembangan latihan keterampilan sesuai bidang keahlian;
d)
melaksanakan MoU dengan instansi samping dan UKM.
7) Arah Kebijakan “mengusulkan dukungan asuransi keselamatan kerja bagi personel Polda Jateng” dengan Strategi:
a) memfasilitasi pegawai negeri pada Polri yang mengalami kecelakaan kerja untuk mendapatkan santunan atau biaya dari Asabri dengan berpedoman pada PP 102 tahun 2015 

tentang Asuransi Sosial Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pegawai ASN di lingkungan Kementerian Keamanan dan Polri;

b) melakukan koordinasi dengan ASABRI Cabang Semarang untuk meningkatkan pelayanan ASABRI bagi Pegawai Negeri pada Polri Polda Jateng;
c. Sasaran Prioritas “memperkuat sistem pengawasan yang efektif untuk mewujudkan pelayanan Kepolisian yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)”, dicapai melalui arah kebijakan dan strategi:

1) Arah Kebijakan “menyelaraskan dan mengefektifkan     kegiatan  Wasrik  (pengawasan  dan  pemeriksaan) oleh Aparat
Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) serta menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara berjenjang di seluruh Satker Jajaran Polda Jateng” dengan Strategi :

a) mengusulkan sistem pengawasan berbasis online;

b) mengoptimalkan pengendalian mutu wasrik;

c) meningkatkan maturitas (kematangan) SPIP di lingkungan Polda Jateng secara bertahap dan berkelanjutan;

d) meningkatkan kapabilitas APIP Polda Jateng secara bertahap dan  berkelanjutan.
2) Arah Kebijakan “memperkuat kerja sama dengan pengawas eksternal dengan Eksternal Memanfaatkan Internal (EMI) dan Internal Mendukung Eksternal (IME)” dengan Strategi : 

a) peningkatan kompetensi APIP Itwasda Polda Jateng melalui Diklat Auditing yang bekerja sama dengan Pusdiklatwas BPKP;

b) mengupayakan penyelesaian rekomendasi hasil audit BPK RI pada Satker di lingkungan Polda Jateng;

c) mengupayakan percepatan penyelesaian pengaduan masyarakat yang berasal dari pengawas ekternal;

d) mengusulkan perbantuan auditor BPKP pada Itwasda Polda Jateng sebagai konsultan dalam pelaksanaan audit di lingkungan Polda Jateng;

e) mengusulkan penerapan sistem penanganan pengaduan masyarakat berbasis internet dan online dengan Bagian Pelayanan dan pengaduan Bidpropam Polda Jateng.
3) Arah Kebijakan “mengintensifkan dan menguatkan Tim Internal Anti Korupsi” dengan Strategi :
a) menegakkan disiplin, ketertiban dan perilaku anggota Polri Polda Jateng melalui penegakan disiplin dan kode etik profesi Polri;

b) mengintensifkan pelaksanaan operasi tangkap tangan (OTT) pada tempat-tempat pelayanan Polri guna menciptakan efek jera.
4) Arah Kebijakan “meningkatkan sistem penilaian Indeks Tata Kelola Kepolisian (ITK)” dengan Strategi melanjutkan penguatan tata kelola kepolisian pada tujuh prinsip bidang kompetensi, yaitu keadilan, perilaku, efektifitas, transparansi, responsif dan akuntabilitas melalui sistem penilaian Indeks Tata Kelola (ITK) Polri;
5) Arah Kebijakan “melakukan sistem pengawasan untuk menekan budaya korupsi internal” dengan Strategi :
a) peningkatan kepatuhan pembuatan LHKPN bagi pejabat                di lingkungan Polda Jateng yang wajib melapor;

b) internalisasi pola hidup sederhana pada seluruh anggota Polda Jateng;

c) pengendalian kepemilikan barang mewah dan verifikasi kepemilikan usaha atau bisnis anggota;

d) mengoptimalkan whistle blower system di lingkungan Polda Jateng;

e) pengendalian gratifikasi di lingkungan Polda Jateng.

6) Arah Kebijakan “melanjutkan Reformasi Birokrasi Polri, melakukan evaluasi dan penilaian manajemen kinerja pada seluruh Satker jajaran Polda Jateng” dengan Strategi :
a) meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja Polri secara bertahap dan berkelanjutan;

b) mengusulkan peningkatan jumlah Satker dilingkungan Polda Jateng yang mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK);

c) mengusulkan pembangunan zona integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan  Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tingkat Polres jajaran Polda Jateng.
d. Sasaran Prioritas “meningkatkan kerja sama dengan aparat penegak hukum dan instansi/lembaga pemerintah di wilayah Jawa Tengah” dicapai melalui arah kebijakan dan strategi :
1) Arah Kebijakan “mengoptimalkan sinergi polisional dengan masyarakat dan instansi terkait dalam menciptakan keamanan di wilayah Jawa Tengah” dengan Strategi :
a) meningkatkan kerjasama dengan lembaga/badan terkait pelaksanaan Tupoksi Polri;

b) meningkatkan kerja sama antar aparat penegak hukum di wilayah hukum Jawa Tengah; 

c) meningkatkan kerjasama dengan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) khususnya terhadap warganegara Indonesia yang bekerja di luar negeri.
2) Arah Kebijakan “meningkatkan partisipasi Polda Jateng dalam mengirimkan personel untuk menjaga perdamaian dunia” dengan Strategi :
a) memberikan kesempatan kepada personel yang berkompeten untuk ikut dalam misi perdamaian dunia;

b) mengirimkan personel untuk mengikuti  seleksi calon Formed Police Unit (FPU) dan Individual Police Officer (IPO) melalui mekanisme secara transparan;
3) Arah Kebijakan “penguatan kerja sama dengan civil society dalam mengidentifikasi masalah sosial dan upaya penyelesaiannya” dengan Strategi meningkatkan sinergitas Bhabinkamtibmas dengan lintas sektoral terkait (Babinsa, Kades/Lurah, Linmas, awak Kamling, FKPM, Makopdarkamtibmas, dll) guna mencegah dan menyelesaikan masalah potensi kerawanan sosial.

4) Arah Kebijakan “meningkatkan sinergi CJS dan penegak hukum lainnya” dengan Strategi :
a) meningkatkan sinergitas CJS dan instansi terkait lainnya (Kejaksaan, Pengadilan, Kumham, PPATK, BNN, Imigrasi, Bea cukai) dalam rangka penegakan hukum maupun menghilangkan birokrasi serta penapsiran yang berbeda antar Kementerian/Lembaga;
b) mengintensifkan kerjasama dengan instansi terkait dalam bidang keamanan dan memperbaharui serta mengevaluasi MoU yang ada;
c) meningkatkan sinergitas dengan lintas sektoral dalam rangka menegakan ketertiban masyarakat untuk menjaga Harkamtibmas (penegakan Tipiring) terkait dengan Perda.
5) Arah Kebijakan “membangun kemitraan melalui kerja sama dengan stakeholders terkait maupun media massa (media elektronik, media cetak dan media online) serta mengintensifkan penggunaan media sosial untuk membangun citra Polri Polda Jateng yang positif” dengan Strategi;

a) membangun dan meningkatkan layanan pemerataan informasi melalui media massa (media elektronik, media cetak dan media online);

b) meningkatkan kerjasama dengan stakeholder pemerintahan melaui kegiatan Badan Koordinasi Kehumasan Masyarakat (BAKO) Humas;
c) meningkatkan kerjasama dengan stakeholder terkait melalui kegiatan FGD terhadap isu-isu yang sedang terjadi;
d) melaksanakan counter opini melalui media sosial.
e. Sasaran Prioritas “meningkatkan kualitas pelayanan publik yang bermartabat, mudah, cepat dan berbasis teknologi modern”, dicapai melalui arah kebijakan dan strategi:
1) Arah Kebijakan “melanjutkan sistem pelaporan masyarakat kepada Polri Polda Jateng berbasis IT” dengan Strategi;

a) menyiapkan sarana layanan panggilan darurat Kepolisian 110 di Polres-Polres jajaran Polda Jateng;
b) menyiapkan sarana layanan TIK di kewilayahan;
c) menyiapkan sarana dan prasarana komunikasi radio                                di kewilayahan jajaran Polda Jateng;

d) pengembangan LP secara online;
e) pengembangan Sistim Pelaporan Peradilan Terpadu;
f) pengembangan SP2HP secara online;
g) mengoptimalkan pemahaman masyarakat dan kepedulian personel Polda Jateng pada aplikasi program Smile Police Polda Jateng guna meningkatkan pelayanan Polri      Polda Jateng.
2) Arah Kebijakan “perbaikan kualitas dan sikap petugas serta meniadakan pungutan liar pada pelayanan publik” dengan Strategi meningkatkan kompetensi petugas pelayanan publik dan pemberian reward and punishment secara konsisten guna meminimalkan praktek percaloan.
3) Arah Kebijakan “peningkatan layanan Ruang Pelayanan Khusus Kepolisian (RPK) sesuai standar pelayanan minimal” dengan Strategi:
a) meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM sebagai awak UPPA;
b) meningkatkan jumlah ruangan dan kualitas sarana pelayanan yang ada di RPK disesuaikan dengan standard fungsinya;
c) mengintegrasikan sarana komunikasi dan pendataan secara online dengan mitra penyedia layanan rujukan dalam rangka penanganan Perempuan dan Anak (PA), baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana;
d) meningkatkan sarana komunikasi dan pendataan  dengan UPPA Bareskrim Polri, jajaran Polda, Polres dan Polsek sebagai sarana informasi dan komunikasi dalam rangka penanganan dan perlindungan terhadap PA;

e) membuat media edukasi/sosialisasi secara interaktif mengenai PPA dengan pelibatan ahli/konsultan;

f) mengusulkan sarana transportasi untuk mendatangi TKP, melindungi korban/pelaku dalam rangka mengantarkan /merujuk ke penyedia layanan medis/rehabsos serta melakukan pemulangan guna percepatan/meningkatkan kualitas dalam pelayanan terhadap PA;
g) mengusulkan pembangunan RPK Polrestabes Semarang.  
4) Arah Kebijakan “perbaikan ruang SPKT yang bersahabat dan profesional” dengan Strategi;

a) mengusulkan anggaran untuk pembangunan dan renovasi SPKT yang berkesan bersabahat, sehingga masyarakat tidak merasa takut bila akan datang untuk meminta bantuan;

b) mengusulkan pembangunan ruangan  SPKT dengan dilengkapi sarana pendukung agar masyarakat yang datang untuk meminta bantuan merasa nyaman dan tenang.
5) Arah Kebijakan “percepatan quick response Kepolisian” dengan Strategi;

a) meningkatkan Turjawali yang mengutamakan patroli dialogis;
b) mengusulkan peningkatan sarana dan prasarana (almatsus patroli).
6) Arah Kebijakan “melaksanakan sistem e-tilang” dengan Strategi:
a) melaksanakan pelatihan secara bertahap kepada para petugas tilang dalam menggunakan aplikasi e-tilang;
b) melaksanakan sosialisasi kepada petugas dan masyarakat tentang adanya e-tilang;
c) mengusulkan pengadaan peralatan yang menunjang aplikasi e-tilang secara bertahap untuk meningkatkan tugas dan fungsi Kepolisian;
d) mengusulkan anggaran untuk pengadaan, pemeliharaan dan perawatan sistem e-tilang;
e) bekerja sama dengan instansi lain dalam rangka proses mekanisme penindakan pelanggaran dengan menggunakan e-tilang;
f) menyiapkan pembuatan, uji coba, instalasi aplikasi web interface Kejaksaan, aplikasi web interface Pengadilan Negeri, aplikasi web interface Polri dan aplikasi android         e-tilang;

g) melaksanakan perawatan aplikasi e-tilang;
h) mengusulkan pengadaan hardware komputer operator     e-tilang Korlantas, server production dan server backup, serta handphone android yang digunakan oleh petugas tilang;

i) mengusulkan pengadaan koneksi internet, paket data dan sms gateway;

j) mengusulkan penyediaan insentif untuk petugas call centre/help desk dan petugas bamin tilang;

k) mengusulkan penyediaan insentif untuk petugas tilang;
7) arah Kebijakan “mengusulkan terpenuhinya alat peralatan keamanan (Alpalkam) dan alat materiil khusus (Almatsus) Polri serta modernisasi teknologi pendukung pelayanan publik” dengan Strategi :
a) mengusulkan standarisasi perlengkapan Polri yang disesuaikan dengan kondisi geografi wilayah dan diselaraskan dengan tantangan tugas.

b) mengusulkan Alpalkam dan Almatsus secara bertahap sesuai dengan anggaran yang tersedia guna meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kepolisian.

c) mengusulkan anggaran untuk pemeliharaan dan perawatan guna memperpanjang usia pakai untuk materiil yang sudah ada.

d) mengusulkan pengadaan Almatsus yang modern dan  berteknologi tinggi guna menjawab tantangan zaman dan menghadapi kejahatan yang menggunakan tehnologi tinggi.

e) melakukan kerja sama dengan instansi lain  dalam rangka menambah sumber anggaran guna percepatan dalam mencukupi ketersediaan almatsus Polri Polda Jateng.

f) menyelenggarakan pengadaan barang/jasa melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) dengan memanfaatkan system LPSE yang didahului dengan study kelayakan.

g) mengusulkan pemenuhan kebutuhan Almatsus Polri melalui pembuatan prototype Peralatan Polri berbasis Teknologi  dan Inovasi Teknologi Kepolisian;

h) mengusulkan pengembangan/peningkatan pengakuan sertifikasi dan uji kelayakan Alut/Alsus guna memenuhi standar minimal pelayanan Polri melalui penyelenggaraan presentasi, demonstrasi dan ujicoba serta standardisasi dan sertifikasi materiil, fasilitas dan jasa.
8) Arah Kebijakan “pengembangan SPPA berbasis TI terkait penanganan kasus Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)” dengan Strategi :

a) mengusulkan pembangunan Sistem untuk mengintegrasikan sarana pendataan secara online (web bassed system) yang dikelola oleh Aparat Penegak Hukum dan Lembaga yang menangani ABH a.l. Penyidik jajaran (Reskrim, Lantas dan Sabhara), Kejaksaan Negeri/Tinggi, Pengadilan Negeri/Tinggi, Dinsos, Bapas, P2TP2A/KPPPA serta Pusiknas Bareskrim Polri sebagai pusat informasi dan menjadi sarana Anev dalam penanganan ABH.
b) mengusulkan pembangunan sarana e-koordinasi dan      e-learning yang terintegrasi dalam sistem.
f. Sasaran Prioritas “meningkatkan penggelaran personel dan Sarpras Polda Jateng di wilayah perbatasan dan pulau terluar berpenghuni”, dicapai dengan arah kebijakan dan strategi:

1) Arah Kebijakan “meningkatkan pengamanan perbatasan melalui Penggelaran personel di Polsubsektor Nusakambangan” dengan Strategi:
a) menambah jumlah personel di daerah perbatasan dan pulau terluar perpenghuni, minimal 60% dari DSP;

b) melaksanakan rekruitmen Bintara dan Tamtama untuk wilayah perbatasan dan pulau terluar dengan prinsip local boy for local job melalui penetapan kuota khusus perbatasan dan pulau terluar;

c) pengutamaan penempatan personel dari local boy for police;

d) mengusulkan peningkatan status Polsubsektor Nusakambangan menjadi Polsek Nusakambangan;
e) mengusulkan pembangunan rumah dinas, mess dan flat untuk personel yang akan ditempatkan di Polsek Nusakambangan.
2) Arah Kebijakan “identifikasi dan menyusun kebutuhan personel, Sarpras dan anggarannya, termasuk SOP-nya” dengan Strategi:
a) melakukan identifikasi, verifikasi/pendataan jumlah daerah yang termasuk kriteria perbatasan dan pulau terluar berpenghuni;

b) menghitung jumlah kebutuhan personel yang ideal untuk ditempatkan di daerah perbatasan dan pulau terluar berpenghuni.

c) mengusulkan pembentukan Polsubsektor dan pemenuhan sarana dan prasarana serta dukungan anggaran;

d) menyusun rencana kebutuhan anggaran minimal Polsubsektor di wilayah perbatasan dan pulau terluar berpenghuni;
3) Arah Kebijakan “mengusulkan pembangunan Polsek dan/atau Pos-Pos pengamanan secara bertahap” dengan Strategi :
a) mengusulkan pembangunan Mako Polsek/Polsubsektor khususnya di wilayah pemekaran, perbatasan dan pulau luar berpenghuni secara bertahap, khususnya Mako yang direncanakan untuk Polsubsektor Kampung Laut;

b) mengusulkan pembangunan Pos-Pos pengamanan untuk wilayah pemekaran, perbatasan dan pulau luar berpenghuni secara bertahap.
4) Arah Kebijakan “meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan badan nasional pengelola perbatasan, bea cukai, imigrasi, karantina, TNI dan pemerintah daerah” dengan Strategi : 

a) menindaklanjuti MoU yang telah dibuat antara Dirjen Imigrasi, Karantina dalam rangka penanganan permasalahan Keimigrasian dan Karantina;
b) melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pengamanan terhadap imigran gelap yang masuk di wilayah Jawa Tengah.
g. Sasaran Prioritas “terlaksananya pencegahan yang proaktif terhadap potensi kejahatan dan gangguan Kamtibmas”, dicapai dengan arah kebijakan dan strategi :
1) Arah Kebijakan “memperkuat kemampuan deteksi aksi intelijen (deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini) yang didukung personel, anggaran dan teknologi intelijen yang memadai dalam rangka mengeliminir setiap potensi gangguan dan gejolak sosial” dengan Strategi :
a) tergelarnya operasi intelijen dengan kemampuan deteksi aksi (deteksi dini, peringatan dini, cegah dini) melalui peningkatan kegiatan penyelidikan, penggalangan, pengamanan, kontra intelijen untuk mendukung tugas fungsi kepolisian lainnya dan instansi terkait;

b) peningkatan kemampuan unit opsnal intelijen baik kualitas maupun kuantitas yang didukung dengan teknologi intelijen mulai tingkat Polda sampai dengan Polsek.
2) Arah Kebijakan “peningkatan kemampuan penanganan flash point dengan mengedepankan fungsi Bhabinkamtibmas dan fungsi penggalangan intelijen” dengan Strategi :
a) meningkatkan kemampuan deteksi dini personel intelijen dalam melakukan pemetaan potensi konflik di satuan wilayah yang bersinergis dengan Bhabinkamtibmas;
b) meningkatkan kemampuan Bhabinkamtibmas dalam deteksi dini dan melakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap seluruh potensi masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam menjaga kamtibmas.
3) Arah Kebijakan “melanjutkan pemantapan pelaksanaan pemolisian masyarakat (community policing) dengan Bhabinkamtibmas dan kelompok kesadaran masyarakat tentang Kamtibmas” dengan Strategi :
a) meningkatkan pertemuan petugas Polmas dengan komunitas yang ada di masyarakat;
b) mendorong partisipasi tokoh masyarakat/pejabat publik untuk aktif dan peduli terhadap peningkatan dan pengembangan Polmas;
c) memberikan penghargaan (Polmas award) kepada tokoh masyrakat/pejabat publik dan para Bhabinkamtibmas yang aktif dan berprestasi.
4) Arah Kebijakan “penggelaran personel berseragam pada daerah rawan kejahatan, macet dan Laka Lantas, deteksi dini dan deteksi aksi dalam rangka pemetaan kelompok radikal prokekerasan dan intoleransi” dengan Strategi : 

a) meningkatkan frekuensi patroli di lingkungan rawan kejahatan;
b) meningkatkan kegiatan sambang dan dialogis dilingkungan masyarakat;
c) tergelarnya operasi cipta kondisi untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang kondusif dengan prioritas penanganan potensi konflik dalam upaya mereduksi potensi gangguan agar tidak berkembang menjadi ambang gangguan dan gangguan nyata.
5) Arah Kebijakan “meningkatkan pengamanan terhadap objek vital/khusus dan VIP yang didukung peralatan dan personel yang berkualifikasi” dengan Strategi :
a) meningkatkan pengamanan terhadap kawasan tertentu (industri, pertambangan, perhubungan dan instalasi) pengamanan pariwisata, pengamanan VIP serta pengamanan event nasional maupun internasional;
b) meningkatkan kemampuan personel melalui pelatihan;
c) mengajukan/mengusulkan pengadaan Almatsus untuk mendukung Tupoksi.
6) Arah Kebijakan “mendukung pelaksanakan pengamanan Asian Games Tahun 2018” dengan Strategi :
a) melaksanakan maping kerawanan dan ancaman potensi gangguan keamanan pada saat pelaksanaan Asian Games 2018 yang berasal dari wilayah Jawa Tengah;
b) melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemetakan potensi gangguan yang berasal dari Jawa Tengah (Terorisme).

7) Arah Kebijakan “pengamanan Pilkada serentak tahun 2018 serta persiapan Pam Pileg dan Pilpres 2019” dengan Strategi : 

a) melaksanakan mapping potensi konflik, potensi ancaman Gangguan Kamtibmas dan daerah rawan yang menyelenggarakan Pilkada serentak 2018;
b) melaksanakan koordinasi dengan penyelenggara dan peserta Pilkada serentak 2018 di wilayah masing-masing (KPUD, Panwas dan peserta Pilkada 2018);
c) mempersiapkan Renops, Renpam dan Renkon Pilkada serentak 2018;
d) mempersiapkan Asta Siap Pilkada serentak 2018;
e) mempersiapkan tim terpadu untuk penanganan Tindak Pidana Pemilu;
f) mempersiapkan Sistem Informasi Teknologi untuk mendukung pengamanan Pilkada serentak 2018;
g) melaksanakan Anev pelaksanaan Pam Pilkada serentak 2018.

h. Sasaran Prioritas “meningkatkan penegakkan hukum secara profesional dan berkeadilan terhadap tindak pidana Narkoba, Terorisme, Korupsi dan Transnational crime serta tindak pidana lainnya” dicapai dengan arah kebijakan dan strategi:

1) Arah Kebijakan “penanganan kasus-kasus yang menjadi perhatian publik meliputi kejahatan jalanan, kejahatan terhadap perempuan dan  anak, terorisme, illegal fishing, korupsi, Narkoba, kejahatan siber dan kejahatan ekonomi lainnya secara proporsional dan efektif” dengan Strategi :
a) mengintensifkan pemberantasaan terhadap 4 jenis kejahatan dengan prioritas: pemberantasan korupsi, pemberantasan    Narkoba,    pemberantasan    terorisme, 
illegal loging, illegal fishing, minning, penyelundupan orang, 
kejahatan pencucian uang, kejahatan siber termasuk kejahatan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta kelompok marginal;
b) meningkatkan kemampuan pemeriksaan barang bukti (BB) dan Tempat Kejadian Perkara (TKP) dalam suatu tindak pidana secara ilmiah/Criminal Scientific Investigation (SCI) pada Puslabfor/ Pusinafis dalam proses pengungkapan kasus;
c) menghilangkan pungutan liar, pemerasan dan makelar kasus dalam proses penyidikan; 

d) mengoptimalkan peran pengawasan melekat atasan penyidik dan wassidik guna mengontrol proses penyidikan agar berjalan dengan benar.
2) Arah Kebijakan “menghilangkan kecenderungan rekayasa dan berbelit-belit dalam penanganan kasus” dengan Strategi mengirimkan saran masukan berkaitan revisi Peraturan Kapolri tentang manajemen penyidikan yang mengatur mekanisme langkah-langkah penyidik secara umum, dinamika progresif hukum, selanjutnya permasalahan teknis dan taktis akan diatur dalam Perkabareskrim yang berisikan SOP yang berbasis ceklis.
3) Arah Kebijakan “peningkatan kemampuan penyidikan kejahatan siber, ekonomi, dokpol, labfor dan sertifikasi penyidik” dengan Strategi:
a) mengirimkan personel untuk mengikuti sertifikasi dan standar kompetensi baik untuk penyidik baik pemeriksa forensik (Labfor dan Inafis)

b) mengadakan pelatihan-pelatihan peningkatan kemampuan secara bertahap mewujudkan personil fungsi reskrim yang handal;
c) mengembangkan kemampuan personil, fasilitas dan peralatan fungsi Kedokteran Kepolisian dari tingkat pusat sampai kewilayahan;
d) mendukung penyelidikan dan penyidikan tindak pidana melalui Dokpol sesuai Scientific Crime Investigation;
e) Melaksanakan kegiatan DVI dalam rangka identifikasi korban mati akibat bencana.
4) Arah Kebijakan “mengusulkan peningkatan Anggaran Penyidikan dan Modernisasi Teknologi Peralatan Pendukung Penyidikan” dengan Strategi :
a) mengusulkan peningkatan anggaran penyelidikan dan penyidikan yang ideal secara bottom up dan berjenjang sampai dengan terealisasi;
b) mengusulkan peningkatan anggaran Lidik sidik yang ideal sampai dengan tingkat Polsek;
c) Mengusulkan pembangunan dan mengembangkan teknologi tepat guna yang mutakhir guna mendukung percepatan, pengungkapan dan penegakan hukum;
5) Arah Kebijakan “menyelesaikan perkara-perkara yang mudah dan ringan melalui pendekatan restoratif justice” dengan Strategi melakukan kajian dalam rangka penyusunan saran masukan peraturan Kapolri tentang restoratif justice (RJ) guna sebagai pedoman dalam penyelesaian kasus-kasus yang bersifat ringan dan menimbulkan kerugikan material.
6) Arah Kebijakan “penanganan kebakaran hutan dan lahan” dengan Strategi meningkatkan sinergitas/kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penegakan hukum penanganan kebakaran hutan dan lahan.
7. Arah Kebijakan dan Strategi Polres Karanganyar

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran prioritas Polres Karanganyar Tahun 2018, maka ditetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut :

a. Sasaran Prioritas “meningkatkan profesionalisme SDM Polres Karanganyar dan pemantapan manajemen internal Polri”, dicapai melalui arah kebijakan dan strategi :

1) Arah Kebijakan “melaksanakan pelatihan fungsi teknis Kepolisin dan Latkatpuan anggota Polres Karanganyar dan Pelatihan Peningkatan Kemampuan Polri” pada Polres Karanganyar dengan Strategi :
a) Membuat rencana latihan dan Latkatpuan meliputi :
(1)
Membuat Sprin pelaksanaan dan Instruktur Pelatihan;

(2)
Membuat jadwal pelaksanaan latihan;

(3)
Meyiapkan modul/materi pelatihan;

(4)
Membuat laporan hasilpelatihan.

b) mengadakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelatihan dan Latkatpuan.
2) Arah Kebijakan “melakukan pembinaan karier berdasarkan Merit System dan Rekam Jejak” dengan Strategi;

a) mengusulkan pembuatan  aplikasi Rekam Jejak Polri dan mengintegrasikan dengan Satker penanggung jawab komponen rekam jejak;
b) menyelenggarakan uji kompetensi jabatan dilingkungan Polres Karanganyar;
c) mengusulkan pembangunan assessment center dan aplikasinya  dalam rangka pembinaan karier;

d) mengusulkan peningkatan jumlah jabatan yang dilakukan assessment; 
e) membuat saran masukan penyusunan persyaratan jabatan sebagai penyesuaian Perkap Nomor 3 tahun 2016 tentang Administrasi Kepangkatan Polri; 

f) melaksanakan anev sistem pembinaan karier secara rutin.
3) Arah Kebijakan “melaksanakan sosialisasi dan pemeriksaan adminitrasi awal dalam rangka rekrutmen dengan prinsip Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis (BETAH)” dengan Strategi :
a) menyusun rencana kebutuhan minimal personel Polri Polres Karanganyar dalam 1 tahun kedepan yang akan digunakan sebagai acuan dan pedoman rekrutmen anggota Polri dengan prinsip “minimal zero growth”;
b) menyelenggarakan pemeriksaan administrasi awal penerimaan Taruna Akpol, Bintara Polri, dan Tamtama.
c) melaksanakan kampanye proaktif sepanjang hari sepanjang tahun guna mendapatkan calon anggota Polri Polres Karanganyar yang berkualitas;

d) menyusun Keputusan Kapolres Karanganyar dan SOP sosialisasi dan rikmin awal penerimaan anggota Polri;

e) melibatkan Depdiknas, PWI, LSM dan Instansi terkait lainnya dalam sosialisasi dan rikmin awal anggota Polri.

4) Arah Kebijakan “mengusulkan seleksi Dikbangum Anggitan Polri Polres Karanganyar yang telah memenuhi syarat” dengan Strategi :
a) Pendataan anggota Polri yang memenuhi syarat untuk megikuti seleksi Dikbangum;
b) meningkatkan kualitas pengujian kesamaptaan jasmani dan pemeriksaan kesehatan berkala, hasil yang diperoleh digunakan sebagai rekomendasi persyaratan untuk seleksi Dikbang;
5) Arah Kebijakan “membudayakan perilaku budaya anti korupsi disetiap pelatihan Fungsi Teknis Kepolisian Polres Karanganyar” dengan Strategi :
a) memasukan unsur-unsur budaya anti korupsi dalam materi pelatihan Fungsi Teknis Kepolisian;
b) mengoptimalkan pembinaan tradisi dan mental kepribadian dilingkungan Polres Karanganyar.
6) Arah Kebijakan “mengoptimalkan manajemen kinerja dan anggaran secara sinergi yang berbasis IT di setiap satuan kerja” dengan Strategi;

a) 
mengintegrasikan sistem teknologi informasi di Satker jajaran Polres Karanganyar;

b) 
mengoptimalkan penerapan sistem informasi manajemen melalui aplikasi SMART/e-Monev;

c) 
meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja;

d)  
meningkatkan pengawasan SDM;

e) 
meningkatkan penerapan reward and punishment di Satuan Kerja di jajaran Polres Karanganyar.
7) Arah Kebijakan “mengusulkan pemenuhan anggaran yang proporsional sesuai dengan beban kerja sampai sendi-sendi organisasi setiap satuan kerja di jajaran Polres Karanganyar” dengan Strategi :
a) menyusun proporsionalitas kebutuhan anggaran berdasarkan kebutuhan Polres Karanganyar;

b) memaksimalkan koordinasi dengan Polda Jateng.
8) Arah Kebijakan “mendukung agenda pemerintah dalam penerimaan negara” dengan Strategi :
a) meningkatkan pelayanan publik dari sektor PNBP dan BLU;

b) menerapkan standar pelayanan pada unit kerja dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada tingkat Kabupaten (Polres);

c) penggelaran tempat pelayanan Satpas secara bertahap sesuai Renstra Polres Karanganyar;

d) meningkatkan kualitas SDM dalam pengelolaan PNBP dan BLU.
b. Sasaran Prioritas “mengusulkan peningkatan kesejahteraan personel Polri Polres Karanganyar” dicapai melalui arah kebijakan dan strategi :
1) Arah Kebijakan “mengusulkan peningkatan tunjangan kinerja secara bertahap” dengan Strategi:
a) menyusun Analisis Beban Kinerja (ABK) pada Satuan Kerja Jajaran Polres Karanganyar sebagai salah satu dasar penghitungan tunkin;

b) melakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara berjenjang dan berkelanjutan.
2) Arah Kebijakan “pemenuhan rumah dinas anggota Polri Polres Karanganyar” dengan Strategi :
a) menyiapkan rumah dinas anggota Polri Polres Karanganyar diprioritaskan bagi yang belum memiliki rumah sendiri; 

b) penyediaan Barak Dalmas bagi anggota Sabhara yang masih bujang/belum menikah;
3) Arah Kebijakan “meningkatkan program pelayanan dan fasilitas kesehatan bagi anggota Polri Polres Karanganyar” dengan Strategi :
a) meningkatkan jumlah kepesertaan BPJS personel Polres Karanganyar dan keluarganya pada fasilitas kesehatan Poliklinik Polres Karanganyar;
b) meningkatkan upaya pelayanan kesehatan promotif, dan kuratif kesehatan Poliklinik Polres Karanganyar;
c) mengusulkan peningkatan standar akreditasi Poliklinik Polres Karanganyar
d) menyelenggarakan kerjasama dengan rumah sakit yang memiliki sarana dan prasarana lebih tinggi;
e) mengusulkan pemenuhan peralatan kesehatan pada fasilitas kesehatan Poliklinik Polres Karanganyar; 

f) validasi data Pegawai Negeri pada Polri Polres Karanganyar dan keluarga sebagai peserta BPJS;
4) Arah Kebijakan “mengusulkan peningkatan dukungan operasional Bhabinkamtibmas” dengan Strategi meningkatkan dukungan operasional Bhabinkamtibmas dengan memperhatikan kemampuan anggaran.
5) Arah Kebijakan “mengupayakan program wirausaha bagi anggota Polri Polres Karanganyar” dengan Strategi : 

a)  
mengusulkan program pelatihan wirausaha bagi Pegawai Negeri pada Polres Karanganyar yang akan memasuki masa pensiun;

b)
melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Polda Jateng untuk program wirausaha;

6) Arah Kebijakan “mengusulkan dukungan asuransi keselamatan kerja bagi personel Polres Karanganyar” dengan Strategi :
a) memfasilitasi pegawai negeri pada Polres Karanganyar yang mengalami kecelakaan kerja untuk mendapatkan santunan atau biaya dari Asabri dengan berpedoman pada PP 102 tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pegawai ASN di lingkungan Kementerian Keamanan dan Polri;

b) melakukan koordinasi dengan ASABRI Cabang Semarang untuk meningkatkan pelayanan ASABRI bagi Pegawai Negeri pada Polri Polres Karanganyar;
c. Sasaran Prioritas “memperkuat sistem pengawasan yang efektif untuk mewujudkan pelayanan Kepolisian yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)”, dicapai melalui arah kebijakan dan strategi :

1) Arah Kebijakan “meningkatkan dan mengefektifkan kegiatan    Supervisi oleh bidang Pengawasan diseluruh Satker Jajaran Polres Karanganyar” dengan Strategi :
a) mengoptimalkan pengendalian mutu Supervisi;

b) meningkatkan pengawasan melekat dan pengendalian secara berjenjang dan berkelanjutan;
c) meningkatkan kapabilitas petugas pengawasan Polres Karanganyar.
2) Arah Kebijakan “memperkuat kerja sama dengan pengawas eksternal” dengan Strategi: 

a) Mengusulkan kompetensi personel pengawas Polres Karanganyar untuk mengikuti Pelatihan tingkat Polda;

b) mengupayakan percepatan penyelesaian pengaduan masyarakat yang berasal dari pengawas ekternal;

c) mengusulkan penerapan sistem penanganan pengaduan masyarakat berbasis internet dan online dengan Bagian Pelayanan dan pengaduan Sipropam Polres Karanganyar.
3) Arah Kebijakan “mengintensifkan dan menguatkan Tim Internal Anti Korupsi” dengan Strategi :
a) menegakkan disiplin, ketertiban dan perilaku anggota Polri Polres Karanganyar melalui penegakan disiplin dan kode etik profesi Polri;

b) mengintensifkan pelaksanaan operasi tangkap tangan (OTT) pada tempat-tempat pelayanan Polri guna menciptakan efek jera.
4) Arah Kebijakan “melakukan sistem pengawasan untuk menekan budaya korupsi internal” dengan Strategi :
a) peningkatan kepatuhan pembuatan LHKPN bagi pejabat                di lingkungan Polres Karanganyar yang wajib melapor;

b) internalisasi pola hidup sederhana pada seluruh anggota Polres Karanganyar;

c) pengendalian kepemilikan barang mewah dan verifikasi kepemilikan usaha atau bisnis anggota;

d) mengoptimalkan whistle blower system di lingkungan Polres Karanganyar;

e) pengendalian gratifikasi di lingkungan Polres Karanganyar.
5) Arah Kebijakan “melanjutkan Reformasi Birokrasi Polri, melakukan evaluasi dan penilaian manajemen kinerja pada seluruh Satker jajaran Polres Karanganyar” dengan Strategi :
a) meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja Polri secara bertahap dan berkelanjutan;

b) mengupayakan untuk memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Satker Polres Karanganyar;

c) mengusulkan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan  Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Polres Karanganyar

d. Sasaran Prioritas “meningkatkan kerja sama dengan aparat penegak hukum dan instansi/lembaga pemerintah di wilayah Karanganyar” dicapai melalui arah kebijakan dan strategi:
1) Arah Kebijakan “mengoptimalkan sinergi polisional dengan masyarakat dan instansi terkait dalam menciptakan keamanan di wilayah Karanganyar” dengan Strategi :
a) meningkatkan kerjasama dengan lembaga/badan terkait pelaksanaan Tupoksi Polri;

b) meningkatkan kerja sama antar aparat penegak hukum di wilayah hukum Karanganyar; 

c) meningkatkan kerjasama dengan Departemen Tenaga Kerja (Depnaker) Kabupaten Karanganyar khususnya terhadap penduduk wilayah Karanganyar yang bekerja di luar negeri.
2) Arah Kebijakan “meningkatkan partisipasi Polres Karanganyar dalam mengirimkan personel untuk menjaga perdamaian dunia” dengan Strategi :
a) memberikan kesempatan kepada personel yang berkompeten untuk ikut dalam misi perdamaian dunia;

b) mengirimkan personel untuk mengikuti  seleksi calon Formed Police Unit (FPU) dan Individual Police Officer (IPO) melalui mekanisme secara transparan;
3) Arah Kebijakan “penguatan kerja sama dengan civil society dalam mengidentifikasi masalah sosial dan upaya penyelesaiannya” dengan Strategi meningkatkan sinergitas Bhabinkamtibmas dengan lintas sektoral terkait (Babinsa, Kades/Lurah, Linmas, awak Kamling, FKPM, Makopdarkamtibmas, dll) guna mencegah dan menyelesaikan masalah potensi kerawanan sosial.

4) Arah Kebijakan “meningkatkan sinergi CJS dan penegak hukum lainnya” dengan Strategi :
a) meningkatkan sinergitas CJS dan instansi terkait lainnya (Kejaksaan, Pengadilan, PPATK, BNN) dalam rangka penegakan hukum maupun menghilangkan birokrasi serta penapsiran yang berbeda antar Instansi;
b) mengintensifkan kerjasama dengan instansi terkait dalam bidang keamanan dan memperbaharui serta mengevaluasi MoU yang ada;
c) meningkatkan sinergitas dengan lintas sektoral dalam rangka menegakan ketertiban masyarakat untuk menjaga Harkamtibmas (penegakan Tipiring) terkait dengan Perda.

5) Arah Kebijakan “membangun kemitraan melalui kerja sama dengan stakeholders terkait maupun media massa (media elektronik, media cetak dan media online) serta mengintensifkan penggunaan media sosial untuk membangun citra Polri Polres Karanganyar yang positif” dengan Strategi :
a) membangun dan meningkatkan layanan pemerataan informasi melalui media massa (media elektronik, media cetak dan media online);

b) meningkatkan kerjasama dengan stakeholder pemerintahan melaui kegiatan Badan Koordinasi Kehumasan Masyarakat (BAKO) Humas;
c) meningkatkan kerjasama dengan stakeholder terkait melalui kegiatan FGD terhadap isu-isu yang sedang terjadi;
d) melaksanakan counter opini melalui media sosial.
e. Sasaran Prioritas “meningkatkan kualitas pelayanan publik yang bermartabat, mudah, cepat dan berbasis teknologi modern”, dicapai melalui arah kebijakan dan strategi:
1) Arah Kebijakan “melanjutkan sistem pelaporan masyarakat kepada Polri Polres Karanganyar berbasis IT” dengan Strategi :
a) menyiapkan sarana layanan panggilan darurat Kepolisian 110 di Polres Karanganyar;
b) menyiapkan sarana layanan TIK di Polres Karanganyar;
c) menyiapkan sarana dan prasarana komunikasi radio                                di kewilayahan jajaran Polres Karanganyar;

d) pengembangan SP2HP secara online;
e) mengoptimalkan pemahaman masyarakat dan kepedulian personel Polres Karanganyar pada aplikasi program Smile Police Polres Karanganyar guna meningkatkan Pelayanan Polri Polres Karanganyar.
2) Arah Kebijakan “perbaikan kualitas dan sikap petugas serta meniadakan pungutan liar pada pelayanan publik” dengan Strategi meningkatkan kompetensi petugas pelayanan publik dan pemberian reward and punishment secara konsisten guna meminimalkan praktek percaloan.
3) Arah Kebijakan “peningkatan layanan Ruang Pelayanan Khusus Kepolisian (RPK) sesuai standar pelayanan minimal” dengan Strategi :
a) meningkatkan kualitas SDM sebagai awak UPPA;
b) meningkatkan kualitas sarana pelayanan yang ada di RPK disesuaikan dengan standard fungsinya;
c) meningkatkan sarana komunikasi dan pendataan dengan Polda Jateng dan Jajaran Polres Karanganyar sebagai sarana informasi dan komunikasi dalam rangka penanganan dan perlindungan terhadap PA;

d) membuat media edukasi/sosialisasi secara interaktif mengenai PPA dengan pelibatan ahli/konsultan;

e) mengusulkan sarana transportasi untuk mendatangi TKP, melindungi korban/pelaku dalam rangka mengantarkan /merujuk ke penyedia layanan medis/rehabsos serta melakukan pemulangan guna percepatan/meningkatkan kualitas dalam pelayanan terhadap PA;
4) Arah Kebijakan “pembenahan ruang SPKT yang bersahabat dan profesional” dengan Strategi;

a) Pembuatan ruang Pelayanan Pengaduan 110 Polres Karanganyar;
b) Menambah sarana/fasilitas yang diperlukan.

5) Arah Kebijakan “percepatan quick response Kepolisian” dengan Strategi :
a) meningkatkan Turjawali yang mengutamakan patroli dialogis;
b) mengusulkan peningkatan sarana dan prasarana (almatsus patroli).
6) Arah Kebijakan “melaksanakan sistem e-tilang” dengan Strategi:
a) melaksanakan pelatihan secara bertahap kepada para petugas tilang dalam menggunakan aplikasi e-tilang;
b) melaksanakan sosialisasi kepada petugas dan masyarakat tentang adanya e-tilang;
c) Mengaktifkan penggunaan aplikasi e-Tilang kepada anggota Satlantas Polres Karanganyar.
d) bekerja sama dengan instansi lain (Kejaksaan, Pengadilan dan BRI) dalam rangka proses mekanisme penindakan pelanggaran dengan menggunakan e-tilang;
e) melaksanakan perawatan aplikasi e-tilang;
f) mengusulkan penyediaan insentif untuk petugas Bamin tilang;

g) mengusulkan penyediaan insentif untuk petugas tilang;
7) Arah Kebijakan “mengusulkan terpenuhinya alat peralatan keamanan (Alpalkam) dan alat materiil khusus (Almatsus) Polri serta modernisasi teknologi pendukung pelayanan publik” dengan Strategi :
a) mengusulkan standarisasi perlengkapan Polri yang disesuaikan dengan kondisi geografi wilayah dan diselaraskan dengan tantangan tugas.

b) mengusulkan Alpalkam dan Almatsus secara bertahap guna meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kepolisian.

c) mengusulkan anggaran untuk pemeliharaan dan perawatan guna memperpanjang usia pakai untuk materiil yang sudah ada.

d) mengusulkan pengadaan Almatsus yang modern dan  berteknologi tinggi guna menjawab tantangan zaman dan menghadapi kejahatan yang menggunakan tehnologi tinggi.

e) menyelenggarakan pengadaan barang/jasa melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) dengan memanfaatkan system LPSE yang didahului dengan study kelayakan.

f. Sasaran Prioritas “terlaksananya pencegahan yang proaktif terhadap potensi kejahatan dan gangguan Kamtibmas”, dicapai dengan arah kebijakan dan strategi :
1)
Arah Kebijakan “memperkuat kemampuan deteksi aksi intelijen (deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini) yang didukung personel, anggaran dan teknologi intelijen yang memadai dalam rangka mengeliminir setiap potensi gangguan dan gejolak sosial” dengan Strategi:
a)
tergelarnya operasi intelijen dengan kemampuan deteksi aksi (deteksi dini, peringatan dini, cegah dini) melalui peningkatan kegiatan penyelidikan, penggalangan, pengamanan, kontra intelijen untuk mendukung tugas fungsi kepolisian lainnya dan instansi terkait;

b)
peningkatan kemampuan unit opsnal intelijen baik kualitas maupun kuantitas yang didukung dengan teknologi intelijen mulai tingkat Polres sampai dengan Polsek.
2)
Arah Kebijakan “peningkatan kemampuan penanganan flash point dengan mengedepankan fungsi Bhabinkamtibmas dan fungsi penggalangan intelijen” dengan Strategi:
a)
meningkatkan kemampuan deteksi dini personel intelijen dalam melakukan pemetaan potensi konflik di satuan wilayah yang bersinergis dengan Bhabinkamtibmas;
b)
meningkatkan kemampuan Bhabinkamtibmas dalam deteksi dini dan melakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap seluruh potensi masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam menjaga kamtibmas.
3)
Arah Kebijakan “melanjutkan pemantapan pelaksanaan pemolisian masyarakat (community policing) dengan Bhabinkamtibmas dan kelompok kesadaran masyarakat tentang Kamtibmas” dengan Strategi:
a)
meningkatkan pertemuan petugas Polmas dengan komunitas yang ada di masyarakat;
b)
mendorong partisipasi tokoh masyarakat/pejabat publik untuk aktif dan peduli terhadap peningkatan dan pengembangan Polmas;
c)
memberikan penghargaan (Polmas award) kepada tokoh masyrakat/pejabat publik dan para Bhabinkamtibmas yang aktif dan berprestasi.
4)
Arah Kebijakan “penggelaran personel berseragam pada daerah rawan kejahatan, macet dan Laka Lantas, deteksi dini dan deteksi aksi dalam rangka pemetaan kelompok radikal prokekerasan dan intoleransi” dengan Strategi : 

a)
meningkatkan frekuensi patroli di lingkungan rawan kejahatan;
b)
meningkatkan kegiatan sambang dan dialogis dilingkungan masyarakat;
c)
tergelarnya operasi cipta kondisi untuk mewujudkan keamanan wilayah Karanganyar yang kondusif dengan prioritas penanganan potensi konflik dalam upaya mereduksi potensi gangguan agar tidak berkembang menjadi ambang gangguan dan gangguan nyata.

5)
Arah Kebijakan “meningkatkan pengamanan terhadap objek vital/khusus dan VIP yang didukung peralatan dan personel yang berkualifikasi” dengan Strategi:
a)
meningkatkan pengamanan terhadap kawasan tertentu (industri), pengamanan pariwisata, pengamanan VIP serta pengamanan event nasional maupun internasional;
b)
meningkatkan kemampuan personel melalui pelatihan;
c)
mengajukan/mengusulkan pengadaan Almatsus untuk mendukung Tupoksi.
6)
Arah Kebijakan “pengamanan Pilkada serentak tahun 2018 serta persiapan Pam Pileg dan Pilpres 2019” dengan Strategi : 

a)
melaksanakan mapping potensi konflik, potensi ancaman Gangguan Kamtibmas dan daerah rawan ;
h) melaksanakan koordinasi dengan penyelenggara dan peserta Pilkada serentak 2018 (KPUD, Panwas dan peserta Pilkada 2018);
i) mempersiapkan Renops, Renpam dan Renkon Pilkada serentak 2018;
j) mempersiapkan Asta Siap Pilkada serentak 2018;
k) mempersiapkan Tim terpadu untuk penanganan Tindak Pidana Pemilu;
l) mempersiapkan Sistem Informasi Teknologi untuk mendukung pengamanan Pilkada serentak 2018;
m) melaksanakan Anev pelaksanaan Pam Pilkada serentak 2018.

g.
Sasaran Prioritas “meningkatkan penegakkan hukum secara profesional dan berkeadilan terhadap tindak pidana Narkoba, Terorisme, Korupsi serta tindak pidana lainnya” dicapai dengan arah kebijakan dan strategi :

1)
Arah Kebijakan “penanganan kasus-kasus yang menjadi perhatian publik meliputi kejahatan jalanan, kejahatan terhadap perempuan dan  anak, terorisme, korupsi, Narkoba, kejahatan siber dan kejahatan ekonomi lainnya secara proporsional dan efektif” dengan Strategi :
a)
mengintensifkan pemberantasaan terhadap 4 jenis kejahatan dengan prioritas: pemberantasan korupsi, pemberantasan    Narkoba,    pemberantasan    terorisme, illegal loging, minning, penyelundupan orang, kejahatan pencucian uang, kejahatan siber termasuk kejahatan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta kelompok marginal;
b)
meningkatkan kemampuan pemeriksaan barang bukti (BB) dan Tempat Kejadian Perkara (TKP) dalam suatu tindak pidana secara ilmiah/Criminal Scientific Investigation (SCI) pada Puslabfor/ Pusinafis dalam proses pengungkapan kasus;
c)
menghilangkan pungutan liar, pemerasan dan makelar kasus dalam proses penyidikan; 

d)
mengoptimalkan peran pengawasan melekat atasan penyidik dan wassidik guna mengontrol proses penyidikan agar berjalan dengan benar.
2)
Arah Kebijakan “peningkatan kemampuan penyidikan kejahatan siber, ekonomi, dokpol, labfor dan sertifikasi penyidik” dengan Strategi :
a)
mengirimkan personel untuk mengikuti sertifikasi dan standar kompetensi baik untuk penyidik baik pemeriksa forensik (Labfor dan Inafis)

b)
mengadakan pelatihan-pelatihan peningkatan kemampuan secara bertahap mewujudkan personil fungsi reskrim yang handal;
c)
mengembangkan kemampuan personil, fasilitas dan peralatan fungsi Kedokteran Kepolisian tingkat Polres; 
d)
mendukung penyelidikan dan penyidikan tindak pidana melalui Dokpol sesuai Scientific Crime Investigation;
e)
Melaksanakan kegiatan DVI dalam rangka identifikasi korban mati akibat bencana.
3)
Arah Kebijakan “mengusulkan peningkatan Anggaran Penyidikan dan Modernisasi Teknologi Peralatan Pendukung Penyidikan” dengan Strategi :
a)
mengusulkan peningkatan anggaran penyelidikan dan penyidikan yang ideal secara bottom up dan berjenjang sampai dengan terealisasi;
b)
mengusulkan peningkatan anggaran Lidik sidik yang ideal sampai dengan tingkat Polsek;
c)
Mengusulkan pembangunan dan mengembangkan teknologi tepat guna yang mutakhir guna mendukung percepatan, pengungkapan dan penegakan hukum;
4)
Arah Kebijakan “menyelesaikan perkara-perkara yang mudah dan ringan melalui pendekatan restoratif justice” dengan Strategi melakukan kajian dalam rangka penyusunan saran masukan peraturan Kapolri tentang restoratif justice (RJ) guna sebagai pedoman dalam penyelesaian kasus-kasus yang bersifat ringan dan menimbulkan kerugikan material.
5)
Arah Kebijakan “penanganan kebakaran hutan dan lahan” dengan Strategi meningkatkan sinergitas/kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penegakan hukum penanganan kebakaran hutan dan lahan.
8.
Program Prioritas Kapolri, Program Quick Wins dan Pembangunan Zona Integritas

a. Program Prioritas Kapolri

1) Penataan dalam pembinaan personel;

2) Penataan kelembagaan dan meningkatkan budaya anti korupsi;

3) Peningkatan profesionalisme anggota Polri;

4) Peningkatan kesejahteraan anggota Polri dan pemenuhan Sarpras khusus;

5) Peningkatan perlindungan terhadap warga negara untuk peningkatan rasa aman;

6) Membangun partisipasi publik dalam pengamanan lingkungan;

7) Mengintensifkan sinergitas Polisional dengan Kementerian/ Lembaga;
8) Meningkatkan penegakan hukum yang profesional obyek dan bebas KKN;

9) Penguatan pengawasan Polri;

10) Mempersiapkan rencana pengamanan dan rencana kontinjensi Pemilukada serentak.

b. Program Quick Wins

1) Penertiban dan penegakan hukum bagi organisasi radikal dan anti Pancasila;

2) Perburuan dan penangkapan gembong teroris Santoso dan jejaring terorisme;

3) Aksi Nasional pembersihan preman dan premanisme;

4) Pembentukan dan pengefektifan Satgas Operasi Polri Kontra Radikal dan Deradikalisasi (khusus ISIS);

5) Pemberlakuan rekruitmen terbuka untuk jabatan di lingkungan Polri (Mabes, Polda dan Polres);

6) Polisi sebagai penggerak revolusi mental dan pelopor tertib sosial di ruang publik;

7) Pembentukan Tim internal anti korupsi (melibatkan unsur publik dan KPK);

8) Crash program pelayanan masyarakat : pelayanan bersih dari pencaloan.
c. Zona Integritas

1) Manajemen Perubahan
2) Penataan Tatalaksana
3) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
4) Penguatan Pengawasan 
5) Penguatan Akuntabilitas Kinerja
6) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

IV.
PROGRAM, KEGIATAN DAN  PAGU ALOKASI ANGGARAN
9.
Program dan Kegiatan Polres Karanganyar
a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Polri:
1) Tujuan :

Tujuan Program, adalah menyelenggarakan fungsi manajemen kinerja Polri secara optimal, dengan melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, pelayanan internal dan pembayaran gaji yang dilaksanakan secara tepat waktu, akuntabel dan terintegrasi di Polres Karanganyar.

2) Sasaran :

Sasaran Program, adalah tercapainya tata kelola administrasi terhadap kinerja dan anggaran Polres Karanganyar yang akuntabel, tersusunnya produk perencanaan Polres Karanganyar, terlaksananya pengelolaan keuangan terpadu, terlaksananya penyampaian informasi Kepolisian kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan internal.
3) Kegiatan :
a) Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri, dengan output layanan perkantoran yang dituangkan dalam komponen kegiatan :

(1) Gaji dan tunjangan (001).
(2) Operasional dan Pemeliharaan perkantoran (002).
(3) dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan (003)

b)
Penyusunan Kebijakan Polri, dengan output layanan perkantoran yang dituangkan dalam komponen kegiatan Dukungan Operasional dan Pertahanan Keamanan (003).
c)
Manajemen Anggaran, dengan output layanan manajemen anggaran yang dituangkan dalam komponen Dukungan Operasional dan Pertahanan Keamanan (003).

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri.
1) Tujuan:
Tujuan program adalah untuk mendukung tugas pembinaan dan operasional Polri melalui ketersediaan sarana dan prasarana, materiil, fasilitas baik secara kuantitas maupun kualitas.
2) Sasaran :
Sasaran program, adalah terwujudnya pemenuhan kebutuhan dan pemberdayaan materiil serta fasilitas perkantoran.

3) Kegiatan :
a) Pengembangan peralatan Polri, dengan output pemenuhan almatsus (alat material khusus) yang dituangkan dalam komponen kegiatan Peralatan kantor (069).
b) Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras, dengan output layanan Perkantoran yang dituangkan dalam komponen kegiatan :

1) Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (002).
2) Dukungan operasional pertahanan dan keamanan (003).

c. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Polri
1) Tujuan :

Tujuan Program, adalah melaksanakan perubahan kultur di lingkungan Polres Karanganyar dan peningkatan profesional anggota Polri dan PNS Polri Polres Karanganyar.


2) Sasaran :
Sasaran Program, adalah terselenggaranya dukungan operasional pengawasan umum dan propam, terlaksananya pengawasan dan pemeriksaan terhadap anggota Polres Karanganyar yang melakukan pelanggaran, terselenggaranya disiplin internal Polres Karanganyar, terpeliharanya keamanan internal dan penjagaan serta ketertiban di lingkungan Polres Karanganyar.
3) Kegiatan
a) Pertanggungjawaban Profesi, dengan output penegakan kode etik profesi yang dituangkan dalam komponen kegiatan dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan (003).
b) penyelenggaraan pengamanan internal Polri, dengan output Layanan penyelidikan pelanggaran pegawai pada Polri yang dituangkan dalam komponen kegiatandukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan (003)
c) Penegakkan Tata tertib dan Disiplin Polri, dengan output  Penegakkan Disiplin dan Ketertiban, yang dituangkan dalam komponen Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan (003)
d) Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan, dengan output  Pengawasan dan Pemeriksaan, yang dituangkan dalam komponen kegiatan Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan (003)
d. Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban

1) Tujuan:

Tujuan Program, adalah untuk mengembangkan langkah-langkah strategi, mulai dari mencegah suatu potensi gangguan keamanan baik kualitas maupun kuantitas, sampai kepada penanggulangan sumber penyebab kejahatan, ketertiban dan konflik di masyarakat, sektor sosial, politik dan ekonomi sehingga gangguan kamtibmas menurun. 

2) Sasaran 

Sasaran Program, adalah terwujudnya strategi keamanan, ketertiban dan terwujudnya jaringan intelijen.

3) Kegiatan

a) Dukungan Manajemen dan Teknis Strategi Keamanan dan Ketertiban, dengan output Layanan Perkantoran yang dituangkan dalam komponen kegiatanDukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan (003).
b) Analisis Keamanan, dengan output layanan informasi  Analisis Keamanan yang dituangkan dalam Komponen kegiatan Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan (003).
c) Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang politik, dengan output informasi deteksi aksi strategi keamanan dan ketertiban bidang politik yang dituangkandalam komponen kegiatan Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan (003)
d) Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Ekonomi dengan output informasi deteksi aksi Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Ekonomi yang dituangkan dalam komponen kegiatan Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan (003)

e) Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Sosial Budaya, dengan output informasi deteksi aksi  Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Sosial Budaya yang dituangkan dalam komponen Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan (003)

f) Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Keamanan Negara, dengan output informasi deteksi aksi  Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Keamanan Negara yang dituangkan  dalam Komponen kegiatan Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan (003)
e. Program Pemberdayaan Potensi Keamanan

1) Tujuan :

Tujuan Program, adalah untuk mendekatkan Polisi dengan basis komunitas agar masyarakat terdorong untuk bekerjasama dengan Kepolisian secara proaktif dan saling membantu tugas Kepolisian dalam memelihara keamanan dan ketertiban (Community Policing)
2) Sasaran : 
Sasaran Program, adalah meningkatnya jumlah forum kemitraan polisi dan masyarakat, meningkatnya jumlah kelompok dan anggota masyarakat yang sadar dan peduli keamanan, meningkatnya jumlah anggota pengamanan swakarsa.

3) Kegiatan

Pembinaan potensi keamanan, dengan output pemberdayaan  potensi keamanan yang dituangkan dalam komponen dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan (003).
f. Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

1) Tujuan :


Tujuan Program, adalah memelihara dan meningkatkan kondisi kamtibmas agar mampu melindungi seluruh warga masyarakat Kabupaten Karanganyar dalam beraktifitas dan meningkatkan kualitas hidup yang bebas dari bahaya, ancaman dan gangguan yang dapat menimbulkan cidera, kerugian serta korban akibat gangguan keamanan yang dimaksud. 
2) Sasaran :
Sasaran Program, adalah terselenggaranya dukungan manajemen dan tehnis pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, terciptanya keamanan keselamatan ketertiban dan kelancaran lalu lintas, terpeliharanya kesiapan kondisi alat utama Harkamtibmas Polri, meningkatnya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah tempat tinggalnya.

3) Kegiatan

a) Dukungan Manajemen dan Teknis Pemeliharaan Keamanan dan ketertiban Masyarakat dengan output Layanan Perkantoran yang dituangkan dalam komponen kegiatan :

(1) 
Operasional dan pemeliharaan perkantoran (002) 

(2) 
Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan (003)

b) Pembinaan Pelayanan Fungsi Sabhara dengan output Layanan pembinaan fungsi Sabhara yang dituangkan dalam komponen Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan (003)

c) Penyelenggaraan Pengamanan Objek Vital dengan output layanan pembinaan pengamanan Objek Vital/Obyek Vital Nasional yang dituangkan dalam komponen Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan (003)



d) Peningkatan Pelayanan Keamanan dan Keselamatan masyarakat di Bidang Lantas dengan output :

(1) Layanan pembinaan teknis fungsi lalu Lintas yang gituangkan dalam komponen kegiatan Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan (003).
(2) Layanan Perkantoran dalam komponen kegiatan  Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan (003).
e)
Pengendalian Operasi Kepolisian  dengan output Layanan pengendalian operasi kepolisian yang dituangkan dalam komponen kegiatan Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan (003)
g. Program  Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana

1) Tujuan :

Tujuan Program, adalah menanggulangi kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan Negara dan kejahatan yang berimplikasi kontijensi tanpa melanggar HAM

2) Sasaran :
Sasaran Program, adalah terselenggaranya dukungan manajemen dan teknis penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, meningkatnya clearance rate tindak pidana ditingkat masyarakat, meningkatnya kesiapan alat utama penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.
3) Kegiatan :
a) Dukungan Manajemen dan Teknis Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana dengan output layanan Lidik Sidik tindak pidana yang dituangkan dalam komponen pendukung yaitu Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan (003)

b) Penyelenggaraan Identifikasi Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana dengan output hasil pemeriksaan Identifikasi yang dituangkan  dalam komponen pendukung yaitu Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan (003)
c) Penyelenggaraan laboratorium Forensik dengan output hasil  Pemeriksaan laboratorium forensik yang dituangkan dalam komponen kegiatan pendukung yaitu Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan (003).
d) Penindakan tindak pidana umum dengan output penanganan tindak pidana umum yang dituangkan dalam komponen pendukung yaitu Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan (003)
e) Penindakan tindak pidana Narkoba dengan output penanganan tindak pidana narkoba yang dituangkan dalam komponen pendukung yaitu Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan (003)

f) Penindakan tindak pidana korupsi dengan output penanganan tindak pidana korupsi yang dituangkan dalam komponen pendukung yaitu Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan (003).
g) Koordinasi dan Pengawasan PPNS dengan output bantuan Koordinasi pembinaan dan Pengawasan Penyidik PNS yang dituangkan dalam komponen pendukung yaitu Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan (003)

h. Program Pengembangan Hukum Kepolisian
1) Tujuan :
Tujuan . . .

Tujuan Program, adalah menyelenggarakan pembinaan dan advokasi hukum dalam rangka pelaksanaan tugas pokok Polri selaku pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum
2) Sasaran :
Sasaran Program, adalah menjalin kerjasama dalam memberikan bantuan dan nasehat hukum
3) Kegiatan :
Pemberian Bantuan dan Nasehat Hukum dengan output layanan bantuan hukumkepada instansi, pegawai negeri pada Polri dan keluarganya yang dituangkan dalam komponen pendukung Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan (003).
10.
Pagu Alokasi Anggaran
Pagu Alokasi Anggaran Polres Karanganyar tahun 2018 sebesar Rp 80.975.593.000,-(Delapan Puluh Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu  Rupiah) yaitu berupa anggaran belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal  dengan pembiayaan dari Rupiah Murni (RM) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan perincian sebagai berikut :
a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Polri  ( 060.01.01 ) dengan sebesar Rp 62.712.784.000,- ( Enam Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Dua Belas Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah), meliputi :
1) Kegiatan dukungan pelayanan internal perkantoran Polri dengan output layanan perkantoran dan dituangkan dalam komponen sebagai berikut :
a) Pembayaran Gaji dan tunjangan  sebesar Rp. 61.744.911.000,-
b) Operasional dan Pemeliharaan perkantoran sebesar Rp. 766.813.000,-. Selanjutnya anggaran ini dialokasikankan untuk : 
(1) Biaya telephon sebesar Rp. 9.803.000,-

(2) Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor (Polres) sebesar Rp. 332.010.000,-

(3) Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor (Polsek) sebesar Rp. 425.000.000,-

c) Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan sebesar Rp. 178.780.000,- Selanjutnya anggaran ini dialokasikan untuk :
(1) Penyusunan dan Evaluasi LAKIP  sebesar Rp. 9.140.000,-

(2) Pengadaan makanan/minuman penambah daya tahan tubuh/uang makan PNS sebesar Rp. 13.500.000,-
(3) Penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) sebesar Rp. 5.600.000,-
(4) Menyelenggarakan Humas sebesar Rp. 2.400.000,-

(5) Pengepakan/pengiriman/pengangkutanbarang sebesar Rp. 11.400.000,-

(6) Pengkajian dan Analisis Reformasi Birokrasi sebesar Rp 7.500.000,-
(7) Kegiatan Musrenbang sebesar Rp. 2.420.000,-

(8) Sosialisasi   sebesar Rp. 5.500.000,-

(9) Penyelenggaraan Humas, Protokol dan Pemberitaan  sebesar Rp 15.000.000,-

(10) Kerohanian dan keagamaan, sebesar Rp. 2.500.000,-

(11) Pembinaan administrasi pengelolaan kepegawaian (jaldis) sebesar Rp. 50.620.000,-

(12) Kegiatan pembinaan, sebesar Rp 4.000.000,-
(13) Honorarium SAI / SAKPA / SIMAK / SMAP / Pengelonaan Keuangan, sebesar Rp. 49.200.000,-
’2)
Kegiatan penyusunan kebijakan Polri, dengan output Layanan perkantoran dan dituangkan dalam komponen dukungan operasional pertahanan dan keamanan dengan anggaran sebesar Rp. 8.280.000,- Selanjutnya anggaran ini dialokasikankan untuk Penyusunan Program, Anggaran dan Rencana Kerja sebesar Rp. 8.280.000,-
’3)
Kegiatan Manajemen Anggaran,dengan output layanan  manajemen anggaran dan dituangkan dalam komponen dukungan operasional pertahanan dan keamanan dengan anggaran sebesar Rp. 14.000.000,- Selanjutnya anggaran ini dialokasikankan untuk Penyusunan RKA-KL, SRAA dan DIPA sebesar Rp. 14.000.000,-
b. 
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri, dengan anggaran sebesar Rp. 3.975.062.000,- ( Tiga Milyar Sembilan Ratus tujuh Puluh Lima Juta Enam Puluh Dua Ribu Rupiah ) dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:
1) Pengembangan Peralatan Polri dengan output pemenuhan almatsus (alat material khusus) yang dilaksanakan melalui komponen Peralatan mesin kantor (069) dengan  subkomponen peralatan mesin kantor (RT) dengan anggaran sebesar Rp. 43.500.000,- yaitu untuk mesin foto copy Polres.
2) Dukungan Manajemen dan Teknis Sarpras dengan output layanan perkantoran, dengan anggaran sebesar Rp 3.931.562.000,- yang dilaksanakan melalui komponen kegiatan :
a)    Operasional . . .
a) Operasional dan Pemeliharaan kantor dengan Sub Komponen dan Anggaran, sebagai berikut :

(1) Perawatan gedung kantor Polres (AP) sebesar Rp. 110.750.000,-
(2) Perawatan gedung kantor Polsek (AQ) sebesar Rp. 227.290.000,-

(3) Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4/6/10 Polres  (AZ) sebesar Rp. 212.500.000,-
(4) Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4/6/10 Polsek  (BA) sebesar Rp. 357.000.000,-

(5) Perawatan Kendaraan Bermotor R2 Polres (BC) sebesar Rp.  154.980.000,-
(6) Perawatan Kendaraan Bermotor R2 Polsek (BD) sebesar Rp.  154.980.000,-
(7) Perbaikan Peralatan Kantor (BH)  sebesar Rp. 128.665.000,-

(8) Perbaikan Peralatan Fungsional Polres (BJ) sebesar Rp. 286.156.000,-

(9) Biaya listrik (BO), sebesar Rp.41.520.000,-
(10) Biaya gas dan air (BQ), sebesar Rp. 106.341.000,-
(11) Pengadaan BMP (CL), sebesar Rp. 1.100.148.000,-
b) Dukungan operasional pertahanan dan keamanan (003) dengan sub komponen dan anggaran, sebagai berikut :

(1) Perawatan kendaraan bermotor roda 4/6/10 Polres (AZ) sebesar Rp. 98.000.000,-
(2) Perawatan kendaraan bermotor roda 2 Polres (BC) sebesar Rp. 40.000.000,-
(3) Perbaikan peralatan fungsional Polres (BJ), sebesar Rp. 20.670.000,-

(4) Perbaikan peralatan fungsional Polsek (BK), sebesar Rp. 17.350.000,-
(5) Pengadaan BMP (CL), sebesar Rp. 875.212.000,-
c. 
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Polri, dengan anggaran sebesar Rp. 115.911.000,- ( Seratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Sebelas Ribu Rupiah ), Anggaran tersebut dialokasikan untuk kegiatan sebagai berikut:
1) 
Pertanggungjawaban profesi, diharapkan output yang dihasilkan berupa  penegakan kode etik profesi dengan komponen dukungan operasional pertahanan dan keamanan (003)dengan detail sub komponen kegiatan (DC) Penegakan hukum anggota/PNS Polri (Sidang disiplin dan Kode Etik) dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 12.699.000.

2) 
Penyelenggaraan pengamanan internal Polri, dengan output layanan penyelidikan pelanggaran pegawai pada Polri  dengan komponen dukungan operasional pertahanan dan keamanan (003) dengan detail sub komponen kegiatan (GM) Pembinaan pengamanan Polri dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 13.800.000. yaitu untuk giat lidik Paminal.
3) 
Penegakan tata tertib dan disiplin Polri,  dengan output penegakan disiplin dan ketertiban dengan komponen dukungan operasional pertahanan dan keamanan (003) melalui sub komponen dan anggaran, sebagai berikut :

a)
Penegakan hukum anggota/PNS Polri yaitu Sidang disiplin dan Kode Etik (DC), sebesar Rp. 29.848.000,- 
b)
Pembinaan Pengamanan Polri (HB) dengan biaya sebesar Rp. 1.064.000,-untuk pengadaan makan dan perawatan tahanan Propam.
4) Penyelenggaraan pemeriksaan dan pengawasan,  dengan output pengawasan dan pemeriksaan dengan komponen dukungan operasional pertahanan dan keamanan (003) dengan detail sub komponen dan anggaran sebagai berikut :

a)
Penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan (CU) dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 43.500.000;
b)
Quick Wins (IZ) dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 15.000.000,-
d. Program Pengembangan Strategi Keamanan dan ketertiban dengan anggaran sebesar Rp. 1.509.839.000,- ( Satu Milyar Lima Ratus Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah ) yang di alokasikan untuk kegiatan,sebagai berikut :
1) Dukungan manajemen dan teknis strategi keamanan dan ketertiban,dengan output berupa Layanan perkantoran dengan komponen dukungan operasional pertahanan dan keamanan (003) melalui sub komponen dan anggaran, sebagai berikut :

a) Honor PNBP untuk honor Benma dan petugas pelaksana SKCK (B), sebesar Rp. 35.400.000,-

b) Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan (AM), sebesar Rp. 98.600.000,-
c) Pembinaan Intelijen (Polsek), sebesar Rp. 27.540.000,-
2) Analisis Keamanan, dengan output berupa layanan informasi analisis keamanan dengan komponen dukungan operasional pertahanan dan keamanan (003) melalui sub komponen Giat analisis intelijen (DY) dengan anggaran sebesar Rp. 31.460.000,-

3) Penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang politik, dengan output berupa informasi deteksi aksi strategi keamanan dan ketertiban bidang politik dengan komponen dukungan operasional pertahanan dan keamanan (003) dengan anggaran sebesar Rp 341.040.000 melalui sub komponen dan anggaran, sebagai berikut :

a) Deteksi kegiatan masyarakat Polres (EO), dengan anggaran sebesar Rp. 1.295.000,-

b) Deteksi kegiatan masyarakat Polsek (EP), dengan anggaran sebesar Rp. 69.700.000,-
c) Deteksi / Deteksi Aksi Polres (KQ) dengan anggaran sebesar Rp. 2.800.000,-
d) Lidik Taktis Intel Polres (KT),dengan anggaran sebesar Rp. 700.000,-
e) Pembentukan Jaringan Intelejen Polres (KW), dengan anggaran  sebesar Rp. 21.000.000,-
f) Pembinaan Intelejen Polres (KZ), dengan anggaran sebesar Rp 24.065.000,-
g) Pengamanan Intelejen Polres (LC), dengan anggaran sebesar Rp 700.000,-
h) Pengaman Intelejen Polsek (LD), dengan anggaran sebesar Rp 22.780.000,-
i) Penggalangan Intelijen sasaran perorangan (LF), dengan anggaran sebesar Rp 198.000.000,-
4)
Penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang ekonomi, dengan output berupa informasi deteksi aksi strategi keamanan dan ketertiban bidang ekonomi dengan komponen dukungan operasional pertahanan dan keamanan (003) dengan anggaran sebesar Rp 328.075.000,- melalui sub komponen dan anggaran, sebagai berikut :
a) 
Deteksi kegiatan masyarakat Polres (EO), dengan anggaran sebesar Rp. 1.295.000,-

b) 
Deteksi kegiatan masyarakat Polsek (EP), dengan anggaran sebesar Rp. 50.405.000,-

c) 
Deteksi / Deteksi Aksi Polres (KQ) dengan anggaran sebesar Rp. 1.400.000,-
d) 
Lidik Taktis Intel Polres (KT),dengan anggaran sebesar Rp. 700.000,-
e) 
Pembentukan Jaringan Intelejen Polres (KW), dengan anggaran  sebesar Rp. 14.000.000,-
f) 
Pembinaan Intelejen Polres (KZ), dengan anggaran sebesar Rp 16.015.000,-
g) 
Pengamanan Intelejen Polres (LC), dengan anggaran sebesar Rp 700.000,-
h) 
Pengaman Intelejen Polsek (LD), dengan anggaran sebesar Rp 45.560.000,-
i) 
Penggalangan Intelijen sasaran perorangan (LF), dengan anggaran sebesar Rp 198.000.000,-
5)
Penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang sosial budaya, dengan output berupa informasi deteksi aksistrategi keamanan dan ketertiban bidang sosial budya anggaran sebesar Rp 306.075.000,- ( Tiga Ratus Enam  Juta  Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah ) dengan komponen dukungan operasional pertahanan dan keamanan (003) melalui sub komponen dan anggaran, sebagai berikut :

a) Deteksi kegiatan masyarakat Polres (EO), dengan anggaran sebesar Rp. 1.295.000,-
b) Deteksi kegiatan masyarakat Polsek (EP), dengan anggaran sebesar Rp. 49.980.000,-
c) Deteksi Aksi Polres (KQ), dengan anggaran sebesar Rp 1.400.000,-
d) Lidik Taktis Intel Polres (KT), dengan anggaran sebesar Rp 700.000,-
e) Pembentukan Jaringan Intelejen Polres (KW), dengan anggaran sebesar Rp 14.000.000,-
f) Pembinaan Intelejen Polres, (KZ), dengan anggaran Rp 16.440.000,-
g) Pengamanan Intelejen Polres (LC), dengan anggaran sebesar Rp 700.000,-
h) Pengamanan Intelejen Polsek (LD), dengan anggaran sebesar Rp 45.560.000,-
i) Penggalangan Intelejen (LF), dengan angaran sebesar Rp 176.000.000,-
6)
Penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang keamanan negara, dengan output berupa informasi deteksi aksi strategi keamanan dan ketertiban bidang keamanan Negara dengan komponen dukungan operasional pertahanan dan keamanan (003) melalui sub komponen dan anggaran, sebagai berikut :

a) Deteksi kegiatan masyarakat Polres (EO), dengan anggaran sebesar Rp. 1.665.000,-
b) Deteksi kegiatan masyarakat Polsek (EP), dengan anggaran sebesar Rp. 50.405.000,-
c) Quick Wins (IZ), dengan anggaran sebesar Rp. 35.204.000,-
d) Deteksi Aksi Polres (KQ), dengan anggaran sebesar Rp 1.400.000,-

e) Lidik Taktis Intelejen Polres (KT), dengan anggaran sebesar Rp 700.000,-

f) Pembentukan Jaringan Intelejen Polres (KW). Dengan anggaran sebesar Rp 14.000.000,-

g) Pembinaan Intelejen Polres (KZ), dengan anggaran sebesar Rp 16.015,000,-

h) Pengamanan Intelejen Polres (LC), dengan anggaran sebesar Rp 700.000,-

i) Pengamanan Intelejen Polsek (LD), dengan anggaran sebesar Rp 45.560.000,-

j) Penggalangan Intelejen (LF), dengan anggaran sebesar Rp 176.000.000,-
e. Program Pemberdayaan Potensi Keamanan, dengan anggaran sebesar Rp. 2.219.946.000,- ( Dua Milyar Dua Ratus Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Empat  Puluh Enam Ribu Rupiah ) 
yang di alokasikan untuk kegiatan Pembinaan potensi keamanan dengan komponen dukungan operasional pertahanan dan keamanan  (003) melalui sub komponen dan anggaran, sebagai berikut :
1) Pemberdayaan kemitraan dengan Lemdik, Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Instansi, swasta, jasa keamanan, tokoh agama, LSM (FC), dengan anggaran sebesar Rp. 311.224.000,-
2) Asistensi Kelompok Sadar Kamtibmas Polres (FG), dengan anggaran sebesar Rp. 3.600.000,-
3) Asistensi Kelompok Sadar Kamtibmas Polsek (FH), dengan anggaran sebesar Rp. 81.600.000,-
4) Pertemuan Kemitraan Polisi dan Masyarakat Polres (FM), dengan anggaran sebesar Rp 83.700.000,-
5) Operasional Bhabinkamtibmas (IW) , dengan anggaran sebesar Rp. 1.386.000.000,-
6) Operasi Binmas (IX), dengan anggaran sebesar Rp. 114.520.000,-
7) Focus Group Discussion (FGD) Polres (IY), dengan anggaran sebesar Rp. 57.360.000,-
8) Quick Wins (IZ), sebesar Rp. 181.942.000,-
f. Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp. 8.141.614.000,- ( Delapan Milyar Seratus Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Belas Ribu Rupiah ), yang terdiri dari kegiatan sebagai berikut :
1) Dukungan Manajemen dan Teknis Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, dengan output yaitu Layanan Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp 3.842.210.000,- dengan komponen pendukung :

a) Operasional dan Pemeliharaan Kantor (002)

(1) Duk Opsnal Polres (FT), dengan anggaran sebesar Rp. 407.500.000,-
(2) Duk Opsnal Polsek (FU), dengan anggaran sebesar 379.200.000,-
b) Dukungan Operasional pertahanandan keamanan (003)  serta rincian sub komponen dan anggaran, sebagai berikut:
(1) Duk Opsnal Polres (FT), dengan anggaran sebesar Rp. 207.500.000,-
(2) Duk Opsnal Polsek (FU), dengan anggaran sebesar 426.600.000,-
(3) ULP Non Organik/jaga fungsi Polres (FZ), dengan anggaran sebesar Rp. 1.267.280.000,-
(4) ULP Non Organik/jaga fungsi Polsek (GA), dengan anggaran sebesar Rp. 1.154.130.000,-
2) Pembinaan pelayanan fungsi Sabhara, dengan output yaitu layanan pembinaan fungsi Sabhara dengan komponen Dukungan Operasional pertahanan dan keamanan (003)  serta  rincian sub komponen dan anggaran, sebagai berikut :
a) Menyelenggarakan Turwali Polsek (GG), dengan anggaran sebesar Rp. 458.150.000,-

b) Pelayanan Kesehatan dan makan satwa (GQ), dengan anggaran sebesar Rp. 101.800.000,-

c) Bantuan pelayanan masyarakat (GS) dengan anggaran sebesar Rp. 8.640.000,-

d) Menyelenggarakan Turwali Polres (IE), dengan anggaran sebesar Rp. 540.960.000,-
e) Quick Wins (IZ), dengan anggaran sebesar Rp. 939.918.000,- 
3) Penyelenggaraan pengamanan obyek vital, dengan output yaitu layanan pembinaan pengamanan obyek vital / obyek vital nasional dengan komponen Dukungan Operasional pertahanan dan keamanan (003)  melalui sub komponen Bantuan  pelayanan masyarakat (GS), dengan anggaran sebesar Rp. 198.432.000,- 
4) Peningkatan pelayanan keamanan dan keselamatan masyarakat di bidang Lantas, dengan output :
a) layanan pembinaan teknis fungsi lalu lintas dengan komponen Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan (003) melalui sub komponen dan anggaran, sebagai berikut :
(1) Honor PNBP (B), dengan anggaran sebesar Rp. 320.320.000,-
(2) Dukungan operasional kepolisian (FS), dengan anggaran sebesar Rp. 7.200.000,-
(3) Menyelenggarakan operasi kepolisian (FV), dengan anggaran sebesar Rp. 395.700.000,- 

(4) Menyelenggarakan Pengaturan, Pengawalan dan Patroli Lantas Polres (GI), dengan anggaran sebesar Rp. 207.270.000,-

(5) Pembinaan Lalu Lintas (GL), dengan anggaran sebesar Rp. 28.400.000,-
(6) Penyelidikan dan Penyidikan Laka Lantas (GX), dengan anggaran sebesar Rp. 174.335.000,-
(7) Quick Wins (IZ), dengan anggaran sebesar Rp 23.145.000,-
b) Layanan perkantoran dengan komponen Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan (003) melalui rincian sub komponen dan anggaran, sebagai berikut :
(1) Biaya listrik (BO), dengan anggaransebesar Rp. 44.400.000,-

(2) Biaya telepon (BP), dengan anggaran sebesar Rp. 8.400.000,-

5) Pengendalian Operasi Kepolisian, dengan output layanan pengendalian operasi kepolisian dengan komponen Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan (003) melalui sub komponen sebagai berikut :
a) Penyelenggaraan pengamanan kepolisian (CW), dengan anggaran sebesar Rp. 3.650.000,-
b) Menyelenggarakan operasi kepolisian (FV) dengan anggaran sebesar Rp. 137.760.000,-
c) Operasi Terpusat Ramadnya (SU), dengan anggaran sebesar Rp. 514.280.000,-
d) Operasi Terpusat Lilin (TT), dengan anggaran sebesar Rp. 186.644.000,-
g.
Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana dengan anggaran sebesar Rp. 2.297.517.000 (Dua Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah) meliputi kegiatan :
1) Dukungan manajemen dan teknis penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, dengan out put layanan  lidik sidik pidana umum dengan komponen dukungan operasional pertahanan dan keamanan (03)  dengan sub komponen Saksi Ahli dan Gelar Perkara (ID), dengan anggaran sebesar Rp. 14.000.000,-
2) Penyelenggaraan identifikasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, dengan out put hasil pemeriksaan identifikasi, dengan  komponen dukungan operasional pertahanan dan keamanan (03) dengan sub komponen Penyelenggaraan Identifikasi Penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana (HF) dengan anggaran sebesar Rp. 750.000,-

3) Penyelenggaraan laboratorium forensik, dengan out put hasil pemeriksaan laboratorium forensik, dengan  komponen dukungan operasional pertahanan dan keamanan (03),  dengan sub komponen Penyelenggaraan kedokteran forensik (HE) dengan anggaran sebesar Rp. 34.250.000,-
4) Penindakan Tindak Pidana Umum, dengan output penanganan tindak pidana umum dengan komponen dukungan operasional pertahanan dan keamanan (03), melalui rincian sub komponen dan anggaran, sebagai berikut :
a) Pengadaan Bahan Makanan dan Perawatan Tahanan (HB), dengan anggaran sebesar Rp. 346.750.000,-
b) Tindak Pidana umum Polres (HL), dengan anggaran sebesar Rp. 402.720.000,-

c) Tindak Pidana Umum Polsek (HM), dengan anggaran sebesar Rp. 277.270.000,-
d) Tindak Pidana yang Melibatkan Perempuan dan Anak (HR), dengan anggaran sebesar Rp. 84.000.000,-
e) Quick Wins (IZ), dengan anggaran sebesar Rp. 35.540.000,-
.
5) Penindakan Tindak Pidana Narkoba, dengan output penanganan tindak pidana Narkoba, dengan komponen dukungan operasional pertahanan dan keamanan (03), sub komponen (HN) dengan anggaran sebesar Rp. 464.524.000,- 
6) Penindakan Tindak Pidana Korupsi, dengan output penanganan tindak pidana korupsi dengan komponen dukungan operasional pertahanan dan keamanan (003), sub komponen Tindak Pidana Korupsi (HP) dengan anggaran sebesar Rp. 624.213.000,-

7) Koordinasi dan pengawasan PPNS (HS), dengan output bantuan koordinasi, pembinaan dan pengawasan Penyidik PNS, komponen dukungan operasional pertahanan dan keamanan (003), sub komponen koordinasi dan pengawasan PPNS ( HS ) dengan anggaran sebesar Rp. 13.500.000,-
h.
Program Pengembangan Hukum Kepolisian, sebesar Rp. 2.920.000,- ( Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)
Anggaran program ini yang dialokasikan untuk kegiatan pemberian bantuan dan nasehat hukum, dengan out put layanan bantuan hukum,dengan Komponen Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan (03),  dengan sub komponen Bantuan hukum/saksi/penterjemah/biaya pengacara/penyelesaian perkara hukum (IA) dengan rincian :
1) Penyuluhan Hukum sebesar Rp. 1.720.000,-
2) Bantuan sidang disiplin anggota sebesar Rp. 1.200.000,-
V.   PENUTUP . . .

V.
PENUTUP.
11.
  Penutup

Demikian Naskah Rencana Kerja Revisi Kepolisian Resor Karanganyar Tahun Anggaran 2018 disusun untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanakan Rencana kegiatan pada Tahun Anggaran 2018 dijajaran Polres Karanganyar.
     Ditetapkan di 
:                                 Karanganyar

     Pada tanggal
:                            Desember  2017

 KEPALA KEPOLISIAN RESOR KARANGANYAR

              HENIK MARYANTO, S.I.K., M.Si.
                                          AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 75040838 
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